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segala bentuk saran, kritik yang bersifat membangun. Silahkan menghubungi penulis 
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AYU ANASTASYA RACHMAN E131 11 112. Skripsi yang berjudul “Dinamika 
Kebijakan Luar Negeri Kanada dalam Kerangka Human Security di Masa 
Pemerintahan Stephen Harper”. Di bawah bimbingan Bapak Adi Suryadi B. selaku 
pembimbing I dan Ibu Pusparida Syahdan selaku pembimbing II. Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang Kanada menjadikan 
Human Security sebagai pilar kebijakan Luar Negeri, serta untuk menganalisis strategi 
Kanada dalam mendefinisikan Human Security dalam kebijakan Luar Negeri. Adapun 
pertanyaan dari penelitian ini adalah : mengapa Kanada menjadikan Human Security 
sebagai pilar kebijakan Luar Negeri dan bagaimana Kanada mendefinisikan Human 
Security dalam kebijakan Luar Negeri. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-
analitik untuk membedah Human Security dalam kebijakan Luar Negeri Kanada, 
dengan teknik pengumpulan data telaah pustaka (Library Research) dan teknik 
analisis data kualitatif serta metode penulisan deduktif. 
Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa Human Security sebagai pilar 
kebijakan luar negeri Kanada telah menjadi pilar prinsipil yang dipertahankan oleh 
pemerintahan Kanada dari masa ke masa. Namun, di masa Stephen Harper penekanan 
Human Security berorientasi pada freedom from fear dan isu-isu high politic dengan 
penggunaan instrument intervensi kemanusiaan serta fokus kawasan Timur Tengah. 
Arah penerjemahan Human Security Kanada di masa pemerintahan Stephen Harper 
lebih banyak di pengaruhi oleh Perdana Menteri Stephen Harper sendiri daripada 










AYU ANASTASYA RACHMAN E131 11 112.  This thesis comes with the title 
“The Dynamics of Canadian Foreign Policy within the framework of Human Security 
during the reign of Stephen Harper”. Under the assistance of Mr. Adi Suryadi B. as 
Advisor I and Mrs. Pusparida Syahdan as Advisor II. Department of International 
Relations, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University. 
The present study aims to discover the background of Canada constructing 
Human Security as the pillar of their foreign policy, as well as analyzes Canadian 
Strategy in defining Human Security within their foreign policy. Further, the research 
questions are:  why Canada enacts Human Security as the pillar of their foreign 
policy and how Canada defines Human Security in their foreign policy. 
In this research, the author used descriptive-analytic as the method of 
research to explored Human Security in Canadian foreign policy, with the library 
research as the data-collecting method and qualitative data-analyzing technique as 
well as deductive writing-method.  
The result of this study shows that Human Security as Canadian foreign policy 
became a principal pillar that maintained by Canadian government from one to 
another. Yet, during administration of Stephen Harper, Human Security is focusing on 
freedom from fear and high political issues, with the used of Humanitarian 
Intervention and specifically concerned of middle-east. In the reign of Stephen 
Harper, Human Security policy of Canadian government tends to be highly influenced 
by The Minister Stephen Harper himself compared to bureaucracy processes of the 
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A. Latar Belakang 
Dinamika yang terjadi pada Dunia Internasional pasca Perang Dingin turut 
mempengaruhi pergeseran postur ‘keamanan’ dan ‘ancaman’ yang di pahami oleh 
Negara-negara di Dunia.1 Keamanan dan ancaman hari ini, tidak melulu dikaitkan 
dengan persoalan militer. Pendekatan state-centric2 pun tidak lagi menjadi satu-
satunya pendekatan untuk melihat masalah keamanan. Pandangan dunia internasional 
pasca perang dingin banyak dipengaruhi oleh perubahan konstelasi 3 yang terjadi pada 
waktu itu, hal inilah yang menjadi alasan untuk meninjau kembali dan menjawab 
mengapa pendekatan keamanan tidak absolut terkonsentrasi pada batas-batas negara 
saja melainkan pada individu yang dihimpun menjadi sebuah masyarakat. 
Berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin, penyatuan 
kembali (reunifikasi) Jerman Barat-Timur (1990), serta beberapa konflik dan perang 
                                                          
1 Pasca Perang Dingin isu-isu tentang ancaman keamanan internasional telah mengalami pergeseran 
dari keamanan tradisional yang bersifat state-centered menuju ke keamanan non-tradisional yang lebih 
bervariasi hingga people-centered. Sehingga ada begitu banyak konsep yang berkaitan dengan 
keamanan ; Keamanan Nasional, Keamanan Komprehensif, Keamanan Kooperatif, Keamanan 
Manusia, dsb. 
 
2 Pendekatan yang ditumpukan kepada Negara sebagai satu-satunya aktor yang memiliki legitimasi 
represif. Pendekatan ini disandarkan pada paradigma Realisme Klasik. Pada pendekatan Realisme 
Klasik, power lebih dikaitkan dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh sebuah negara. dengan kata 
lain, unsur selain militer hanya menjadi pendukung atas kekuatan militer sebuah negara. Baca 
selanjutnya, George Sorensen dan Robert Jackson, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, 
Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 67-107 
 
3 Konstelasi internasional yang dimaksud ialah :  (1) Pecahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara 
kecil yang tersebar di Eropa timur dan Asia tengah, (2) Mulai populernya kerangka kerjasama antar 
Negara utamanya dibidang ekonomi (Diresmikannya  World Trade Organizations), (3) Mulai 






yang terjadi setelahnya, secara sistemik membuat kondisi keamanan internasional 
banyak mengalami bentuk polarisasi kekuatan 
Sekalipun kondisi keamanan internasional perlahan dianggap mengalami 
bentuk polarisasi kekuatan karena negara-negara yang terkonsentrasi pada persoalan 
kerjasama keamanan dan integrasi ekonomi, seperti dengan beroperasinya kembali 
NATO (North Atlantic Treaty Organizations) yang mengusung prinsip kemanan 
kolektif. Fenomena lain yang kian terlihat pasca populernya isu Demokrasi dan Hak 
Azasi Manusia, ialah persoalan konflik internal. Konflik internal ini bisa saja 
mengusung agenda etnisitas, agama, ras, serta kepentingan politik. Sementara korban 
yang berjatuhan pun mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak. 
Berbagai persoalan serius yang telah penulis sebutkan diatas oleh gagasan 
Human Security4 dianggap sebagai serangkaian kondisi yang jelas mengancam 
individu maupun suatu masyarakat. Melihat korban atau pihak yang dirugikan dengan 
bermunculannya permasalahan ini adalah individu itu sendiri, oleh karenanya perlu 
ada perbaikan kebijakan politik baik Domestik maupun antar-negara untuk 
memastikan persoalan ini dapat ditangani dan diselesaikan secara serius. Lebih lanjut, 
untuk membuat sebuah kebijakan baru dan mekanisme untuk menangani banyak 
permasalahan perlu adanya pengecekan kembali terhadap pendekatan kebijakan yang 
sedang berlangsung dan mempertimbangkan manfaat untuk mengadopsi pendekatan 
keamanan manusia. 
Konsep keamanan manusia sebenarnya merupakan sebuah pendekatan 
komprehensif akan permasalahan keamanan hari ini, yakni keamanan bagi orang-
                                                          





orang. Konsep ini mewakili pergeseran paradigma dari tradisional menjadi “Negara 
sebagai penyedia keamanan”. Pertama, dengan fokus pada orang-orang yang menjadi 
korban dari ancaman keamanan hari ini, kemudian diidentifikasi apa saja kebutuhan 
keamanan yang mereka perlukan. Kedua, memeriksa orang-orang dengan perbedaan 
kepentingannya, dan hubungannya satu sama lain. Menguak faktor-faktor sosial, 
ekonomi, dan politik yang membuat mereka merasa tidak aman. Mengidentifikasi 
secara rinci apa saja ancaman yang mengganggu keamanan individu/komunitas 
menjadi salah satu ciri khas dari pendekatan keamanan manusia. Konsep keamanan 
manusia juga menekankan pada transparansi sistem, akuntabilitas pemegang 
kebijakan, serta partisipasi dari individu dalam perumusan kebijakan untuk 
menyelesaikan masalah keamanan manusia. Konsep keamanan manusia merupakan 
terma yang menggambarkan analisis keamanan secara komprehensif, dalam artian 
melihat keamanan sebagai objek yang multidimensional. Keamanan komprehensif 
yang dimaksud antara lain keamanan politik, keamanan ekonomi, kemanan 
lingkungan, serta keamanan kesehatan.  
Ketertarikan penulis sebenarnya bermula dari populernya gagasan Human 
Security ini sebagai landasan bahkan pilar kebijakan luar negeri beberapa negara.5 
Pergeseran ruang lingkup sektor keamanan dari state-centric menjadi people-centric 
dianggap penting karena pendekatannya yang komprehensif. Kajian orisinil Human 
Security berawal pada tahun 1994 an, United Nations Development Program melalui 
laporan akhir tahunnya mempublikasikan  sebuah konsep baru akan keamanan. Dalam 
laporan ini Human Security didefinisikan sebagai keamanan bagi individu dan 
                                                          
5 Gagasan  Human Security telah menjadi pilar kebijakan luar negeri  di Jepang dan Kanada karena 
pendekatannya yang lebih komprehensif terhadap situasi politik internasional dewasa ini. Baca lebih 
lanjut,  David Bosold, 2002, Human Security in Practice : Canadian and Japanese Experiences, 





masyarakat, yakni aman dari ancaman kemiskinan dan segala bentuk tekanan 
(Kebebasan mendapatkan apa yang diinginkan atau freedom from want), serta aman 
dari ancaman kekerasan (Bebas dari rasa takut atau freedom from fear). Lebih lanjut, 
sebagai tambahan akan perspektif people-centered yang digunakan dalam Human 
Security, adalah 3 karakter esensial yang membedakannya dengan konsep keamanan 
tradisional yang berpijak pada State-centered.6  
Pertama, Human Security adalah ekstraksi dari keprihatinan universal, ada 
begitu banyak ancaman terhadap Human Security yang mencakup permasalahan 
manusia di seluruh belahan dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. 
Termasuk permasalahan pengangguran, perdagangan narkotika, kejahatan, polusi dan 
pelanggaran Hak Azasi Manusia. Kedua, Human Security bersifat interdependen, 
dengan konsekuensi bahwa ancaman terhadap keamanan warga negara tidak lagi 
dibatasi oleh batas-batas wilayah. Seperti, konflik bersenjata, bencana alam, terorisme 
dan pelanggaran kemanusian, yang juga memiliki dampak langsung maupun tidak 
langsung terhadap masyarakat internasional. Ketiga, definisi yang di buat oleh Human 
Development Report 1994 menitikberatkan pada pencegahan. Semisal, intervensi 
lebih dini terhadap isu pelanggaran kemanusiaan dapat mencegah konflik bersenjata 
yang dapat mengancam manusia.7  
Konsepsi Human Security kemudian oleh beberapa negara dijadikan sebagai 
pilar kebijakan luar negeri, diantaranya adalah Jepang dan Kanada. Menariknya, 
kedua negara ini berbeda dalam menerjemahkan konsepsi Human Security, Jepang 
sebagai negara yang kalah pada perang dunia II, harus menerima Arm Dissarmament 
                                                          
6 UNDP .1994. Human Development Report, p. 23. 
 





atau ketiadaan pasukan bersenjata yang bersifat ofensif. Pasca perang ke II Jepang 
muncul sebagai negara yang fokus pada perbaikan ekonomi, lingkungan dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sejarah inilah yang kemudian membentuk 
perspektif jepang dalam memandang kesejahteraan sebuah negara, yakni dengan 
kemanan manusia yang fokus pada fredoom from want. Penerjemahan Human 
Security Jepang oleh David Bosold dianggap sangat dekat dan relevan dengan definisi 
Human Security yang di keluarkan oleh UNDP dalam Human Development Report 
nya pada tahun 1994. Salah satu manifestasi dari Human Security menurut perspektif 
jepang dalam kebijakan luar negeri nya adalah dengan meratifikasi dan menjadi host 
country bagi Kyoto Protocol, sebuah agreement untuk menanggapi permasalahan 
lingkungan global. Disisi lain, Kanada melalui mantan perdana menteri nya Lloyd 
Axworthy menerjemahkan Human Security sebagai freedom from fear dan 
diselesaikan melui kerangka multilateral. Dasar pemikiran axworthy adalah Human 
Security lebih dari sekedar ketiadaan ancaman militer, tetapi juga jaminan akan Hak 
Azasi Manusia. Pendekatan inilah yang membuat Kanada menginisiasi terbentuknya 
International Criminal Court, International Comission on Intervention and State 
Sovereignty dan sangat mendukung intervensi kemanusiaan.  
Kanada menjadi salah satu negara yang aktif dalam forum Perserikatan 
Bangsa-bangsa dan sangat meyakini prinsip ‘Responsibility to protect’8 serta 
efektifitas forum multilateral dalam menyelesaikan masalah. Tetapi, prinsip 
                                                          
8 Prinsip ‘Responsibility to protect’ adalah norma atau prinsip yang didasarkan pada pemahaman 
tentang kedaulatan sebagai tanggung jawab. Konsep ini didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu tanggung 
jawab untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan 
kejahatan terhadap kemanusiaan; tanggung jawab masyarakat internasional untuk membantu negara-
negara dalam menjalankan tanggung jawab tersebut; tanggung jawab setiap negara anggota PBB untuk 







Responsibillity to protect kemudian selama 14 tahun terakhir dengan pergantian tiga 
periode kepemimpinan di Kanada, di terjemahkan berbeda. Llyod Axworthy yang 
sangat berperan dalam mengembangkan gagasan Human Security dalam kebijakan 
luar negeri Kanada merupakan menteri luar negeri dari perdana menteri Jean Chretien 
berasal dari partai liberal yang telah menjabat sejak 1993-2003. Partai liberal 
merupakan partai yang beraliran kanan serta lebih mengedepankan jaminan kebebasan 
hak individu dengan cara yang normatif, oleh karenanya ‘responsibility to protect’ di 
masa axworthy di terjemahkan sebagai intervensi kemanusiaan9. Sekalipun Kanada 
menjadi salah satu strategic partnership Amerika Serikat di benua Amerika. Namun 
di masa pemerintahan perdana menteri Jean Chretien dan Paul Martin (keduanya 
berasal dari partai liberal) selalu berusaha terlibat dalam penyelesaian pelanggaran 
kemanusiaan di berbagai tempat dengan menengahi pihak-pihak yang berkonflik 
(netral), bahkan tidak begitu sepakat dengan intervensi militer (tanpa konsesus pihak 
yang berkonflik) oleh Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003. Berbeda 
dengan diawal  masa pemerintahan Stephen Harper (menjabat sejak tahun 2003) yang 
berasal dari partai konservatif, harper menyampaikan dukungannya akan invasi 
Amerika serikat untuk menemukan senjata pemusnah massal di irak, sekalipun di 
pertengahan tahun 2008 dukungan tersebut secara resmi dicabut oleh harper pasca 
terkuaknya fakta bahwa senjata pemusnah massal di irak tidak pernah ada. 
Pertengahan tahun 2011 pada saat Libya menghadapi civil war nya, Kanada 
melalui forum multilateral Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi No Fly Zone 
                                                          
9 Intervensi kemanusiaan merupakan sebuah tindakan kolektif dengan menggunakan kekuatan militer 
dalam menanggapi permasalahan serius menyangkut pelanggaran kemanusiaan di suatu negara. Ada 3 
karakteristik dalam intervensi kemanusiaan; Pertama, intervensi hanya dapat dilakukan dengan izin 
penuh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik; kedua, pihak yang melakukan intervensi pada dasarnya 
harus berada pada posisi netral terhadap pihak-pihak yang berkonflik; ketiga, penggunaan kekuatan 






serta mengirim pasukan penjaga perdamaian (Peacebuilding) untuk menghentikan 
pelanggaran kemanusiaan di Libya. Menguaknya kelompok ISIS ditanggapi Kanada 
dengan mengirimkan sebanyak 600 personel udara Kanada, beserta enam jet tempur, 
beberapa pesawat militer dan 69 pasukan elit yang memberikan nasihat kepada 
pasukan keamanan irak dalam memerangi kelompok ISIS. Keputusan ini 
dipublikasikan setelah anggota parlemen yang dipimpin oleh Stephen Harper 
melakukan voting. Hasilnya misi militer Kanada diperkirakan akan berlangsung enam 
bulan.10 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Dengan kondisi yang lebih spesifik seperti permasalahan yang telah penulis 
paparkan di atas, sangat jelas bahwa ada urgensitas untuk menggeser kebijakan dari 
keamanan nasional (negara) kepada keamanan manusia. Dengan mengidentifikasi 
individu maupun sebuah masyarakat sebagai rujukan keamanan berbagai macam 
masalah yang menjadi ancaman dapat dengan cepat di analisis dengan mengacu pada 
wacana ini. Oleh karena itu, aktivitas perumusan kebijakan baik formulasi maupun 
impelementasi haruslah memiliki manfaat bagi kesejahteraan individu maupun 
masyarakat. Hal ini yang setidaknya merupakan esensi dari framework kebijakan 
keamanan manusia.  
Dalam tulisan ini, penulis berusaha mengangkat Human Security dalam 
framework kebijakan Luar Negeri Kanada. Menurut penulis penerjemahan Human 
Security yang menitikberatkan pada freedom from fear serta dukungan penuh akan 
penyelesaian permasalahan kemanusiaan melalui intervensi kemanusiaan. 
                                                          
10 Rita Uli Hutapea, Kanada Putuskan Ikut Lancarkan Serangan terhadap ISIS di Irak. Detiknews. 
Diakses dari http://news.detik.com/read/2014/10/08/103430/2712809/1148/Kanada-





Penerjemahan ini tentu sangat berbeda dengan yang dirumuskan oleh UNDP yang 
lebih fokus pada freedom from want. 
Selanjutnya penulis hanya akan membatasi penelitian pada masa pemerintahan 
Stephen Harper (2006 – 2015). Harper merupakan perdana menteri pertama yang 
membuka keran kekuasaan partai konservatif setelah 12 tahun di parlemen dikuasai 
oleh partai liberal. Perbedaan latar belakang partai politik serta ideologi yang 
dianutnya turut mempengaruhi arah Human Security dalam kebijakan Luar Negeri 
Kanada. Sehingga judul yang penulis angkat dalam proposal penelitian ini adalah 
“Dinamika Kebijakan Luar Negeri Kanada dalam Kerangka Human Security di 
masa pemerintahan Stephen Harper” Dengan judul tersebut maka penulis berusaha 
merumuskan 2 rumusan masalah, yakni:  
1. Mengapa Kanada Menjadikan Human Security Sebagai Pilar Kebijakan Luar 
Negeri? 
2. Bagaimana Kanada Mendefinisikan konsep Human Security dalam Kebijakan Luar 
Negeri? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dalam proses penelitian ini, penulis tentunya berdasarkan pada tujuan dan 
kegunaan penelitian. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian tersebut antara lain : 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk menganalisis latarbelakang Kanada menjadikan Human Security 





b. Untuk menganalisis bagaimana Kanada mendefinisikan konsep Human 
Security dalam kebijakan luar negeri 
2. Kegunaan Penelitian 
Apabila tujuan dari penelitian ini tercapai, maka penelitian ini diharapkan : 
a. Memberi sumbangan pemikiran dan informasi bagi Akademisi baik Dosen 
maupun Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dalam mengkaji dan 
memahami konsep Keamanan Manusia serta bagaimana pendekatan melalui 
konsep ini dikontruksi berdasarkan pertarungan politik domestik dan 
diterjemahkan dalam kebijakan luar negeri, khususnya di Kanada.  
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi setiap aktor (stakeholder), baik itu individu, 
organisasi, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah baik dalam level 
nasional, regional, maupun internasional terkait alternatif kebijakan yang dapat 
diambil. Utamanya dilihat dari peluang implementasi konsep keamanan 
manusia sebagai sebuah kebijakan yang dampaknya dapat mengurangi ancaman 
terhadap keamanan manusia. 
D. Kerangka Konseptual 
Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah 
berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam 
pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca Perang Dingin tidak lagi 
bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun definisi 
keamanan dewasa ini meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, 
hak-Hak Azasi Manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial 
lainnya. Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai 





berpusat pada keamanan untuk masyarakat dan memerlukan kerjasama dengan negara 
lain untuk mengatasinya.  
Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, dan dengan adanya 
berbagai macam konflik di dunia, konsep keamanan adalah konsep yang masih 
diperdebatkan (contested concept), yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang 
berbeda. Hal ini terjadi karena konsep keamanan makin luas yang didorong dengan 
meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antar 
bangsa (international relation) dalam era globalisasi.  
Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing 
posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian. Sebagaimana yang dikatakan oleh 
Buzan dalam buku People, States, and Fear: An Agenda for International Security 
Studies in the Post-Cold War Era, bahwa: 
“Keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang 
mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang 
sebagai ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan 
membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai 
unit keamanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang 
berbeda-beda” 11 
 Dalam penelitian ini penulis berusaha fokus pada aspek lain selain keamanan 
nasional yang mengutamakan instrumen militer dan ancaman strategis yakni perang, 
konflik (antar-negara) serta sengketa perbatasan. Aspek lain yang dimaksudkan oleh 
penulis dikenal dengan konsep keamanan Non Tradisional. Pendekatan dalam konsep 
keamanan Non Tradisional beranggapan bahwa keamanan seluruh entitas politik ada 
dibawah negara (state actors), selain dari tekanan yang berasal dari lingkungan 
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internasional, juga berasal dari lingkungan domestik dalam artian bahwa negara dapat 
menjadi sumber ancaman keamanan warga negara. Kemudian sifat dari ancaman 
keamanan itu sendiri bersifat multidimensional dan kompleks, karena ancaman 
keamanan dewasa ini tidak saja berasal dari militer saja akan tetapi berasal dari faktor 
lainnya seperti terjadinya perompakan, konflik etnik, masalah lingkungan hidup, 
kejahatan internasional, dan sebagainya.12 Keamanan pun bukan hanya ditujukan bagi 
kelangsungan negara saja tetapi juga menjadi kebutuhan bagi semua sektor termasuk 
individu. Ancaman keamanan semakin menunjukkan perluasannya dari perspektif 
tradisional menjadi non-tradisional.  
 Dimensi keamanan pun dapat dilihat dari berbagai paradigma. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan paradigm English School atau Masyarakat 
Internasional yang dipopulerkan oleh ilmuan Hubungan Internasional yakni Hedley 
Bull dan Martin Wight yang pemikirannya dikemukakan oleh Andrew Linklater 
dalam buku Theories of International Relations. English School atau Masyarakat 
Internasional merupakan sebuah paradigma dalam melihat tatanan internasional 
dengan menitiberatkan perhatian pada individu. Agenda dari masyarakat internasional 
adalah memajukan standar penerimaan keberadaan manusia dalam dunia 
kontemporer. Negara itu penting begitu juga dengan manusia. Disebutkan para 
negarawan dan negarawati memiliki tanggung jawab nasional terhadap bangsa dan 
warga negaranya sendiri; memiliki tanggung jawab internasional untuk menghormati 
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dan mengikuti hukum internasional dan menghargai hak-hak negara lain; memiliki 
tanggung jawab untuk melindungi Hak Azasi Manusia di seluruh dunia13  
 Masyarakat internasional dibangun atas dasar pemikiran kaum liberal dan 
kaum realis klasik, mengkombinasikan dan memperluasnya dalam hal memberikan 
alternatif bagi keduanya. Bagi penstudi masyarakat internasional HI seluruhnya 
merupakan bidang hubungan manusia. HI adalah tentang memahami dan meliputi 
pelaksanaan keputusan. Teoritisi masyarakat menekankan Hak Azasi Manusia dan 
bentuk-bentuk kosmopolitan politik dunia lainnya, dan mempertahankan pendekatan 
tradisional pada HI. Asumsi dasarnya adalah :14 
(1). Hubungan internasional adalah cabang dari hubungan manusia yang pada intinya 
merupakan nilai-nilai dasar seperti keamanan, kemerdekaan, ketertiban dan 
keadilan 
(2). Pendekatan yang berfokus pada manusia, dengan menginterpretasikan pemikiran-
pemikiran dan aksi-aksi dari masyarakat yang timbul dalam hubungan 
internasional 
(3) Politik dunia adalah masyarakat yang anarkis dengan dengan aturan, norma dan 
institusi tertentu yang digunakan warganegara dalam menjalankan kebijakan luar 
negeri  
 Inti dari Masyarakat Internasional adalah negara-negara dianggap sebagai 
manusia, serta hubungan internasional pada dasarnya merupakan aktivitas manusia 
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yang hirau dengan nilai-nilai fundamental. Dua nilai dasar tradisi masyarakat 
internasional ini adalah ketertiban dan keadilan. Namun kedua nilai ini selalu 
mendapat tekanan dari aspek kedaulatan negara dan Hak Azasi Manusia. Disatu sisi, 
negara dianggap menghargai kemerdekaannya masing-masing ; itu adalah nilai dari 
kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi. Disisi lain, hubungan internasional 
tidak hanya melibatkan negara tetapi juga manusia, yang memiliki Hak Azasi 
Manusia sebagai warga negara. Terkadang ada konflik antara hak non-intervensi dan 
Hak Azasi Manusia. Tanggapan masyarakat internasional terhadap konflik ini masih 
saja terbagi dua; jawaban yang pertama berasal dari kaum pluralis yang menekankan 
pentingnya kedaulatan negara. Menurut pandangan ini, hak dan kewajiban dalam 
masyarakat internasional di anugerahkan kepada negara-negara yang berdaulatan, 
individu hanya memiliki hak yang diberikan oleh negaranya. Sehingga prinsip 
menghargai kedaulatan dan non-intervensi15 selalu menjadi yang utama. Jawaban 
kedua berasal dari kaum solidaris, yang menekankan pentingnya individu sebagai 
anggota terpenting masyarakat internasional. Dalam pandangan ini, terdapat hak dan 
kewajiban bagi negara untuk melaksanakan intervensi agar mengurangi hal-hal 
ekstrim dari penderitaan manusia.16  
 Pendekatan Masyarakat Internasional memandang politik dunia sebagai dunia 
manusia seluruhnya, Menurut pendekatan Masyarakat Internasional, masalah 
intervensi dipelajari secara normatif, yaitu secara filosofis, historis dan hukum. Tapi 
masalah ini tidak dapat dipelajari secara ilmiah karena pada dasarnya merupakan 
persoalan manusia dan karenanya mengandung nilai. Setiap jawaban akan dipengaruhi 
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oleh situasi dan dengan demikian pada dasarnya akan bercirikan sejarah. Pembiasaan 
tanggung jawab moral pada semua negara adalah kunci membangun hubungan 
internasional yang tertib dan aman. Menurut penganut paradigma ini setiap negara 
harus menjadi masyarakat internasional yang baik dan harus bertindak ketika 
pelanggaran kemanusiaan terjadi. 
 Menurut konsepsi masyarakat internasional, negarawan adalah seorang 
manusia dan oleh karenanya memiliki kewajiban mendasar untuk menghargai Hak 
Azasi Manusia bukan hanya di negara mereka sendiri tetapi di semua negara di 
seluruh dunia. Masyarakat Internasional pun memiliki tiga dimensi tanggung jawab; 
pertama, tanggung jawab nasional kepada warga negara dan bertanggung jawab akan 
keamanan nasional; kedua, tanggung jawab internasional kepada negara-negara lain 
atas perdamaian internasional; tanggung jawab humaniter atas Hak Azasi Manusia 
dan segala ancaman bagi keamanan manusia di manapun.17 
 Keamanan manusia (Human Security) merupakan suatu konsep maupun 
pendekatan yang dipakai dalam memahami permasalahan global menyangkut 
keamanan manusia secara individu untuk menciptakan stabilitas kawasan maupun 
global. Konsep ini muncul pasca perang dingin (cold war) dimana pertarungan antara 
dua blok kapitalis dan komunis telah membuat ketidakamanan global. Dengan 
berakhirnya perang tersebut maka timbul interdependensi global mengenai keamanan 
manusia´ yang tidak lagi diartikan secara tradisional, seperti invasi suatu negara, tapi 
hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakamanan pada diri dan jiwa manusia, seperti 
kemiskinan, ketimpangan ekonomi, tidak terpenuhinya basic-needs (kebutuhan dasar), 
                                                          





penyakit, pelanggaran HAM, polusi lingkungan, dan bencana alam dapat digolongkan 
kedalam isu-isu Human Security ini.18 
 Dengan melindungi manusia dari hal-hal tersebut diatas maka akan tercipta 
keamanan´ bagi hidup manusia. Dalam konteks ini berkembang konsep keamanan 
manusia secara individual sebagai obyek acuannya. United Nations Development 
Programme (UNDP) merupakan salah satu organisasi internasional yang secara 
gencar menyebarluaskan pentingnya konsep Human Security (keamanan manusia) 
untuk mengimbangi konsep national security yang terlalu menekankan perlindungan 
terhadap negara berdaulat. Sebagai contoh dalam laporannya yang dikeluarkan pada 
tahun 1994 UNDP memberikan informasi tentang pembangunan yang dikaitkan 
dengan konsep Human Security.19  
 Sejalan dengan praktik hubungan internasional kontemporer yang mengalami 
perkembangan signifikan dengan berlangsungnya perluasan aktor dan isu, maka 
perhatian terhadap keamanan manusia (Human Security) semakin menguat. Konsep 
Human Security memahami keamanan dalam keseluruhan dimensinya baik Negara 
maupun individu warga Negara. Menurut definisi UNDP tahun 1994, cakupan Human 
Security ada tujuh bidang, yaitu :20 
(1) Economic Security (Keamanan Ekonomi) : adanya jaminan basic income bagi 
individu, biasanya dari lahan produktif atau remuneratif, yang berasal dari anggaran 
keuangan publik;  
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20 Diakses dari http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2013/06/02/helen-





(2) Food Security (Keamanan pangan) :adanya jaminan bagi semua orang memiliki 
akses yang sama baik ekonomimaupun kebutuhan fisik lain terhadap bahan/makanan 
pokok. Hal ini terkait dengan kurang meratanya distribusi makanan dan daya beli 
masyarakat;  
(3) Health Security (Keamanan Kesehatan) : bertujuan untuk memberikan jaminan 
perlindungan bagi semua orang dari penyakit dan pola hidup yang tak sehat,karena 
malnutrisi, kurangnya persediaan obat-obatan, pasokan air bersih yangkurang, dan 
kebutuhan perawatan kesehatan lainnya;  
(4) Environmental Security (Keamanan lingkungan) : bertujuan untuk melindungi 
manusia dari kerusakan alam baik jangka panjang maupun jangka pendek, kerusakan 
lingkungan oleh perbuatan manusia, deteriorasi lingkungan alam, seperti global 
warming, polusiudara, pencemaran hutan, dan lain-lain;  
(5) Personal Security (Keamanan individu) : bertujuan untuk melindungi manusia dari 
kekerasan fisik baik dari dalam maupun luar negeri, dari aktor individu maupun sub-
negara, dari penguasa, ataupun dari preman (predatory adults);  
(6) Community Security (Keamanan komunitas) : bertujuan untuk melindungi manusia 
dari kekerasan etnik dan sektarian dan dari kerugian nilai dan hubungan tradisional;  
(7) Political Security (Keamanan politik) : keamanan ini difokuskan pada apakah 
seseorang telah hidup dalam masyarakat yang menghargai dan menghormati Hak 
Azasi Manusia 
 Konsep Human Security UNDP menandai pergeseran hubungan internasional 





Manusia yang kemudian melahirkan konsep Responsibility to Protect. Gagasan 
UNDP dengan demikian secara langsung mengaitkan Human Security dengan Hak 
Azasi Manusia dan hukum humaniter. Salah satu kritik mengatakan bahwa cakupan 
Human Security sebagaimana didefinisikan oleh UNDP terlalu luas. Tetapi, salah satu 
negara yang berhasil mengadaptasi konsep Human Security dengan perspektif UNDP 
ini adalah Jepang.  
 Selain UNDP dan Jepang yang juga ikut mengembangkan konsep Human 
Security adalah Kanada. Pemerintah Kanada secara eksplisit mengritik bahwa konsep 
Human Security UNDP terlalu luas dan hanya mengaitkan pembangunan dengan 
keterbelakangan. UNDP mengabaikan “human insecurity resulting from violent 
conflict”. Kritik senada juga dikemukakan oleh Norwegia. Menurut Kanada, Human 
Security adalah keamanan manusia yang doktrinnya didasarkan pada Piagam PBB, 
Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia, dan Konvensi Jenewa. Langkah-
langkah operasional untuk melindungi Human Security dirumuskan dalam beberapa 
agenda tentang: pelarangan penyebaran ranjau, pembentukan International Criminal 
Court, HAM, hukum humaniter internasional, proliferasi senjata ringan dan kecil, 
tentara anak-anak, dan tenaga kerja anak-anak.21 Sehingga strategi Kanada dalam 
Konstelasi Internasional utamanya pasca penyerangan 9/1 menjadi semakin jelas 
yakni “freedom from fear”. Kanada turut menjadikan konsep Human Security sebagai 
pilar kebijakan luar negeri, dengan berpartisipasi aktif dalam mengirimkan pasukan 
dalam rangka intervensi kemanusiaan.  
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 Perbedaan paradigma tentang Human Security berakar dari perbedaan filosofis 
dan praktis. Intinya, ada perbedaan tajam mengenai apakah Human Security dilihat 
dalam konteks kekerasan fisik akibat konflik bersenjata dan pelanggaran HAM 
ataukah lebih dari itu yang mencakup vulnerabilities dari semua bentuk ancaman, 
termasuk kemiskinan dan bencana alam. Tampaknya perdebatan ini tidak akan 
berakhir, masing-masing mempunyai dasar argumen yang sangat kuat. Perbedaan 
pandangan tentang Human Security membawa implikasi serius terhadap konsep 
intervensi kemanusiaan. Pemahaman bahwa security lebih dari state security dan 
bahwa keamanan manusia bersifat universal yang mengatasi batas-batas kedaulatan 
negara tidak cukup kuat menyamakan persepsi, gagasan, dan kebijakan.  
 Konsepsi Human Security ini telah dijadikan beberapa negara sebagai pilar 
kebijakan luar negeri, terkhusus dalam penelitan ini penulis mengangkat studi kasus 
Kanada. Kanada menjadi salah satu negara yang menempatkan Human Security 
sebagai pilar kebijakan luar negeri. Namun, menariknya definisi Human Security 
Kanada memiliki lokus prioritas yang berbeda dibandingkan definsi yang di keluarkan 
oleh United Nations Development Program  (UNDP) serta Jepang. Human Security 
Kanada lebih menekankan kepada keamanan dari rasa takut atau freedom from fear. 
Di masa jabatan Stephen Harper, Kanada menebalkan sikapnya dengan dukungan 
penuh terhadap intervensi kemanusiaan (Pendekatan non-violence), sehingga sangat  
penting  untuk menganalisis perbedaan definisi Human Security Kanada ini ditinjau 
dari perumusan kebijakan luar negeri.  
 Berbicara masalah perumusan kebijakan luar negeri maka sudah pasti kita akan 





ini dikenal dengan Decision Making. Konsep pengambilan keputusan atau Decision 
making ini merupakan sebuah konsep mengeni proses pembuatan keputusan, dalam 
hal ini adalah keputusan luar negeri. Secara umum keputusan-keputusan politik luar 
negeri di bagi kedalam tiga kategori utama yaitu :22 
1. Keputusan yang bersifat pragmatis (terencana), adalah keputusan besar yang 
mempunyai konsekuensi jangka pandang; membuat studi lanjutan, pertimbangan 
dan evaluasi yang mendalam mengenai seluruh opsi alternatif. 
2. Keputusan yang bersifat krisis, adalah keputusan yang dibuat selama masa-masa 
terancam/kritis; waktu untuk menanggapinya terbatas; dan ada elemen yang 
mengejutkan yang membutuhkan respon yang telah direncanakan sebelumnya. 
3. Keputusan yang bersifat taktis, adalah keputusan penting. Merupakan sebuah 
hasil tinjauan kembali akan situasi/masalah, memerlukan revaluasi, revisi dan 
pembalikan.  
  James N. Rosenau mengelompokkan variabel-variabel tersebut dalam 5 
kategori : Ideosinkretik, peranan, birokratis, nasional dan sistemik.23 Dalam 
penelitian ini penulis berusaha memfokuskan pada variabel Biroktratis dalam 
mengambil atau menetapkan sebuah kebijakan luar negeri.  
 Variabel Ideosinkretik (variabel individual) berkaitan dengan persepsi, image 
dan karakteristik pribadi si decision maker.24 Variabel ini memiliki dampak yang 
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New York . 124. 
 
23 Ibid., 129. 
 
24 Antara lain ketegangan vs tergesagesaan, kemarahan vs prudensi, pragmatism vs ideologi yang 






lebih besar pada keputusan-keputusan yang bersifat pragmatis. Selama masa krisis 
beban waktu keterbatasan waktu dan ancaman terletak di bahu para pemimpin negara 
serta beberapa penasihat yang bisa secara cepat dikumpulkan. Namun, variabel 
ideosinkretik lebih mudah menjelaskan keputusan-keputusan di Negara otoriter dan 
totaliter ketimbang di negara demokrasi yang memberlakukan check and balances.25 
Selain variabel ideosinkretik, terdapat juga variabel groupthink dalam pengambilan 
keputusan luar negeri. 
 Variabel Groupthink merupakan orang-orang penting (memiliki jabatan 
ataupun tidak) yang berada disekitar pengambil kebijakan yang mempengaruhi si 
pengambil kebijakan dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Berbeda 
dengan ideosinkretik yang menekankan pada karakteristik khusus dari si pengambil 
kebijakan, groupthink mempengaruhi pengambilan kebijakan dengan interaksi 
ideologi/pemikiran  yang berlangsung di sekitar pengambil kebijakan. Kepala-kepala 
negara seringkali membentuk inner circlenya yang berisi penasehat-penasehat untuk 
merumuskan kebijakan luar negeri. 
 
E. Metode Penelitian 
a. Tipe Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif analitik. Berdasarkan metode yang dipakai, maka penelitian 
ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian 
deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 
dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian 
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aturan/konstusi yang telah disetujuin dan di sahkan oleh legislatif, serta mempertimbangkan input dari 





seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan 
fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.26 Penelitian deskriptif 
melakukan analisis dan menyajikan data-data secara sistematis sehingga dapat 
lebih mudah dipahami. Kemudian, hasil uraian data tersebut dilanjutkan 
dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. Tipe 
penelitin deskriptif-analitik dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
mengenai fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah yang diteliti, 
serta menggunakan kerangka konsep untuk membantu menjelaskan alur sebab-
akibat atau hubungan antar variabel. 
 
b. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik 
pengumpulan telaah pustaka (Library Research), dengan menelaah sejumlah 
literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, 
dokumen, artikel dalam berbagai media, baik internet maupun surat kabar 
harian. Adapun bahan-bahan tersebut diperoleh dari beberapa tempat yang 
telah penulis kunjungi, yaitu: 
a. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin. 
b. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar 
c. Perpustakaan HIMAHI FISIP Universitas Hasanuddin di Makassar 
  Selain tempat-tempat diatas, penulis juga mendapatkan banyak data 
dari fasilitas-fasilitas online yang disediakan oleh Kanada yakni : 
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a. DFATD Canadian Digital Library - http://dfait-aeci.canadiana.ca  
b. Foreign Policy Section - http://www.international.gc.ca  
c. Official Stephen Harper’s Website - http://pm.gc.ca/eng  
c. Jenis Data 
Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder 
merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur. Seperti buku, jurnal, 
artikel, majalah, handbook, situs internet, institut dan lembaga terkait. Adapun, 
data yang dibutuhkan ialah data yang berkaitan langsung dengan penelitian 
penulis tentang kebijakan pemerintah Kanada dalam mengurangi ancaman 
Keamanan Manusia. 
d. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis 
data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam 
menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, 
kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga 
menghasilkan sebuah argumen yang tepat. Sedangkan, data kuantitatif 
memperkuat analisis kualitatif. 
e. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode deduktif, 
yaitu penulis mencoba menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, 








POLITIK LUAR NEGERI KANADA 
 
A. Profil Politik Stephen Harper 
Stephen Harper dilantik sebagai Perdana Menteri ke 22 Kanada pada 6 
Februari 2006. Terhitung sejak tahun 2006 hingga 2015, sudah 3 kali Harper terpilih 
menjadi Perdana Menteri.27 Harper merupakan Perdana Menteri pertama yang 
diangkat dari Partai Konservatif yang dibentuk kembali menyusul di gabungnya partai 
Progressive Conservative dan Canadian Alliance. Harper pertama kali memulai 
pengalamannya di dunia Politik dengan terpilih menjadi anggota House of Commons 
pada tahun 1993 dari Partai Reformasi Kanada (Reform Party) sebagai Anggota 
Parlemen untuk Calgary Barat. Beliau mengundurkan diri pada tahun 1997 dan 
menjadi wakil Presiden (kemudian Presiden) untuk Koalisi Rakyat Nasional (National 
Citizens Coalition), sebuah organisasi Non-Partisan Kanada yang melakukan advokasi 
untuk kebebasan individu dan pemerintahan yang betanggung jawab/akuntabel.  
Di tahun 2002, Harper resmi menjabat sebagai anggota parlemen mewakili 
daerah Calgary Barat Daya di provinsi Alberta. Di tahun yang sama Harper terpilih 
menjadi pemimpin partai konservatif Canadian Alliance mengalahkan politisi Stockw 
ell Burt Day, Dr. dan kembali ke parlemen sebagai pemimpin partai Oposisi. Pada 
tahun 2003, Harper mencapai kesepakatan bersama pemimpin partai Progressive 
Conservative, Peter Gordon MacKay untuk menggabungkan kedua partai masing-
masing dan membentuk sebuah partai konservatif yakni Conservative Party of 
                                                          
27 Stephen Harper terpilih sebagai Perdana Menteri sebanyak tiga kali masa jabatan yakni pada tahun 





Canada. Harper kemudian terpilih sebagai pemimpin non-interim pertama untuk 
partai tersebut pada bulan Maret tahun 2004. Di bawah kepemimpinannya, Partai 
Konservatif memperoleh 25 kursi dalam pemilihan federal tahun 2004, sebagian besar 
merupakan hasil dari provinsi yang paling padat penduduknya, Ontario, Kanada. 
Tahun 2006, Kanada memberikan kesempatan bagi Stephen Harper dan Partainya 
untuk membentuk pemerintahan Konservatif pertama kalinya dalam 13 tahun.  
Partai konservatif yang dipimpinnya berhasil mengalahkan kelompok 
minoritas yang lebih kuat pada pemilu federal yang diselenggarakan pada bulan 
Oktober tahun 2008. Partai Konservatif yang dipimpin oleh Harper kembali 
memenangkan jumlah kursi yang besar dan mendapatkan mandat untuk membimbing 
Kanada menghadapi kondisi ekonomi domestik yang tidak stabil serta resesi global 
terburuk dalam setengah abad terakhir. Kemenangan tersebut menyebabkan jumlah 
presentase dari voting popular dan jumlah representasi di Dewan Rakta Kanada atau 
Canadian House of Commons dengan jumlah 143 kursi dari total 308 kursi. Parlemen 
Kanada yang ke-40 dibubarkan pada bulan maret tahun 2011 menyusul kekalahan 
Harper dalam mosi tidak percaya terkait isu mengenai penghinaan parlemen oleh 
kabinet. Pada pemilu federal bulan Mei tahun 2011, partai konservatif yang 
dipimpinnya memenangkan mayoritas pemerintahan yang pertamakali sejak pemilu 
federal tahun 2000. Partainya berhasil mendapatkan 166 kursi, 23 kursi lebih banyak 
dari pemilu federal Oktober 2008. Perdana Menteri Harper kembali membawa Partai 
Konservatif Kanada pada kemenangan, dengan pemerintahan yang lebih stabil dan 
kuat. Sekarang menjadi kali ke 3 Harper memimpin partai, beliau bekerja keras untuk 





Ekonomi- dengan mengatur pajak tetap rendah, menghilangkan defisit dan berusaha 
untuk membangun kemakrukan jangka panjang bagi Negaranya. 
Perdana Menteri Harper juga terus memajukan kepentingan serta nilai-nilai 
Kanada dalam panggung internasional. Di bawah kepemimpinan beliau, Kanada 
menjadi semakin popular dan kuat, pada tahun 2010 Kanada menjadi tuan rumah dari 
pertemuan G8 dan G20 dan beberapa pencapaian lainnya. Terhitung sejak tahun 2006 
sudah 3 kali Stephen Harper langgeng dalam posisinya sebagai Perdana Menteri.  
Stephen Harper selama 3 periode menjabat begitu tertarik dengan konflik di 
Timur Tengah, dengan alasan membawa agenda kemanusiaan dan diplomatik. 
Ketertarikan ini diterjemahkan sebagai fokus kebijakan luar negeri Kanada sebagai 
sebuah Negara berdaulat. Sejak terpilih tahun 2006 sebagai Perdana Menteri, 
kunjungan diplomatik pertama Stephen Harper adalah ke Afghanistan yang pada saat 
itu berada dalam situasi krisis kemanusiaan.28 Keberadaan Al-qaeda serta sayap-sayap 
ideologisnya sebagai kelompok terorisme merupakan salah satu alasan Stephen 
Harper terus menerus ikut mengurusi persoalan konflik di Timur Tengah.   
Partai Konservatif Kanada 
Partai Konservatif Kanada, merupakan salah satu partai utama di Kanada 
sekaligus menjadi salah satu partai termuda. Partai ini merupakan gabungan antara 
Canadian Alliance dan Progressive Conservative Party di tahun 2003. Dalam 
spektrum politik, partai ini berada di centre-right atau tengah kanan. Partai 
Konservatif Kanada mengadaptasi nilai dan tradisi dari  keonservatif Britania (British 
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Conservatives), partai ini berupaya untuk mempertahankan tradisi daripada menerima 
perubahan. Aliran tengah kanan dari partai Konservatif ini disebabkan adanya 
pengaruh dari aliran politik lainnya, seperti pengaruh liberal hingga melahirkan 
koalisi liberal-konservatif di tahun 1854. 
Di tahun 2006, partai ini mencapai kekuasaannya dalam pemilahan federal 
sebagai pemerintahan minoritas. Posisi ini terus di jaga hingga 2008, sebelum pada 
akhirnya memenangkan pemerintahan mayoritas di tahun 2011. Berbeda dengan 
Perdana Menteri sebelumnya yang berasal dari partai Liberal (1993-2006) yang 
menjaga posisi netral nya dalam menanggapi isu Israel-Palestina dan menolak 
gagasan pro-israel yang di inisiasi oleh Amerika Serikat. Di tahun 2006, Partai 
Konservatif yang di pimpin oleh Stephen Harper mulai mendekat ke Amerika Serikat, 
termasuk posisinya di Timur Tengah. Tidak hanya kebijakan luar negeri, kebijakan 
dalam negeri Kanada pun bahkan mengakui hak pengambilan suara oleh para 
pemeluk Yahudi dalam pengadilan.29  
Partai Konservatif di Kanada utamanya sejak di pimpin oleh Stephen Harper, 
memiliki kebijakan-kebijakan yang cukup agresif. Seperti membentuk Centre for 
Israel and Jewish Affair sebagai bentuk dukungan Kanada terhadap Israel atau 
Canadian government pro-Israel lobby. Kebijakan lain seperti mengetatkan pajak dan 
tidak begitu mendukung gagasan tunjangan sosial. Partai konservatif di Kanada 
mengedepankan keselarasan antara Negara dan agama, serta memelihara institusi 
fundamental dari Inggris. Oposisi dari partai Konservatif adalah Partai Buruh, Parta 
Konservatif selalu mendukung perpaduan budaya dan kepemilikan properti. 
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Partai Konservatif Kanada secara umum mendukung kebijakan konservatif 
dalam sektor sosial dan ekonomi, mendukung penguatan sistem pemerintahan federal, 
dan mendukung penggunaan Canadian Armed Forces dalam misi internasional 
peacekeeping, melibatkan diri dalam misi di Afghanistan, memotong pajak, 
mengabaikan dukungan Kanada dalam Protokol Kyoto untuk pemanasan global. 
Partai konservatif secara khusus dan Kanada secara umum di bawah pemerintahan 
Stephen Harper, menjadi semakin agresif. 
B. Struktur Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Kanada 
Untuk membedah struktur pengambilan keputusan di Kanada, penulis merasa 
perlu menggambarkan terlebih dahulu sistem pemerintahan di Kanada. Kanada 
merupakan negara Monarki Konstitusional30 yang berarti mengakui Raja/Ratu sebagai 
kepala Negara, sementara Perdana Menteri adalah kepala Pemerintahan. Kanada 
merupakan negara persemakmuran (Commonwealth) dari Inggris31, yang mengakui 
Ratu Inggris sebagai Kepala Negara namun kekuasaannya diwakilkan kepada seorang 
Gubernur Jenderal. Akan tetapi, baik Ratu maupun Gubernur Jenderal memiliki 
kekuasaan yang terbatas, dan selalu bertindak sesuai dengan nasihat dari Perdana 
Menteri beserta kabinetnya sebagai Kepala dan Pelaksana Pemerintahan.  
                                                          
30 Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang memiliki kepala 
negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara adalah seorang raja/ratu yang kekuasaannya dibatasi 
oleh undang-undang atau konstitusi. Sementara kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana 
Menteri. Monarki Konstitusional modern biasanya turut mengadaptasi konsep trias politica yang 
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.  
 
31 The Commonwealth Nations atauu Negara-negara Persemakmuran adalah suatu organisasi 
internasional yang terdiri dari Negara-negara berdaulat yang didirikan atau yang pernah dijajah oleh 
Inggris (Great Britain). Semua Negara Anggota persemakmuran menganggap Ratu Inggris yaitu Ratu 
Elizabeth II sebagai ketua Persemakmuran. Beberapa negara bahkan mengakui Ratu Elizabeth II 
sebagai kepala Negaranya, negara-negara ini diantaranya : Kanada, Australia, Selandia Baru, Bahama, 





Struktur konstitusi dari Kanada secara historis merupakan warisan dari Great 
Britain, sehingga segala urusan luar negeri dilaksanakan oleh “The Royal 
Prerogative” yakni Kabinet / Eksekutif. Berbagai kekuasaan termasuk perihal urusan 
luar negeri diurus dan dilaksanakan oleh Kabinet. Tetapi, hanya Kabinet Federal yang 
dapat mengadakan hubungan luar negeri, sementara Kabinet Provinsi tidak. Hingga 
sekarang segala aktivitas berkaitan dengan urusan luar negeri termasuk : menerima 
dan mengirimkan representasi diplomatik, mengadakan negosiasi internasional, 
menyimpulkan dan menerima perjanjian maupun kesepakatan internasional lainnya, 
penempatan kekuatan militer Kanada, baik didalam Kanada maupun di luar Kanada, 
bahkan mengumumkan perang.32 Seluruhnya di atur dan dilaksanakan oleh kabinet 
(Perdana Menteri bersama Menteri-menteri). Dalam struktur federal yang dianut oleh 
negara, para pejabat – kabinet para menteri dibawah kepemimpinan Perdana Menteri- 
merupakan badan pengambil keputusan utama.33  
Gubernur Jenderal (Governor General) serta masing-masing gubernur 
provinsi, memerintah melalui kabinet, yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Jika hasil 
pemilihan umum (nasional atau provinsi) mayoritas memenangkan partai oposisi 
(lebih dari setengah total kursi) dalam House of Commons atau legislatif, maka 
kabinet harus meletakkan jabatannya, dan tugas dari Gubernur Jenderal untuk 
memanggil pemimpin dari partai yang memenangkan pemilihan umum untuk menjadi 
Perdana Menteri dan membentuk Kabinet baru. Menteri-menteri di bawah konsiderasi 
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http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0860-e.htm Pada 27 Juli 2015 
 
33 Sistem Pemerintahan Demokrasi Federal Kanada. Diakses dari 
http://www.canadainternational.gc.ca/indonesia-indonesie/about-a_propos/government-





Perdana Menteri kemudian diangkat dan disahkan oleh Gubernur Jenderal. Secara 
umum Gubernur Jenderal sangat berperan penting ketika terjadi peralihan kekuasaan.  
Untuk dapat mengetahui bagaimana Kanada bisa mengeluarkan kebijakan luar 
negerinya. Maka diperlukan pemahaman terkait struktur pengambilan kebijakan yang 
berlaku di Kanada, secara keseluruhan. Penulis memilih untuk menjabarkan terlebih 
dahulu aktor-aktor yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, data ini 
penulis dapatkan dari buku elektronik berjudul Building knowledge and Capacity for 
Policy Influence Chapter 4 dengan topik bahasan Understanding the Canadian 
Foreign Policy-Making Process. Aktor-aktor dalam pemerintahan yang 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 
a. Line Departments (CIDA, Foreign Affairs Canada, International Trade 
Canada, Agriculture and Agri-food Canada, dsb). Departemen-departemen ini 
umumnya sangat penting dalam merancang kebijakan maupun rancangan 
undang-undang, serta mengambil posisi penting dalam menerapkan kebijakan 
atau aturan yang terkait. Departemen-departemen merupakan sentral dalam 
pengelolaan berbagai yang dihadapi negara. 
b. Prime Minister’s Office (PMO)/Privy Council Office (PCO). PCO 
bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan 
kebijakan bagi pemerintah. PMO menjadi sentrum untuk mengkoordinasikan 
dan merancang kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah mewakili Perdana 
Menteri. Semua menteri yang dipilih langsung oleh Perdana Menteri menjandi 
anggota dari PCO. Dalam PMO, aktor kunci bagi komunitas pembangunan 





kebijakan CIDA. Realitasnya, PMO hanya dapat mengelola dan mengatur dua 
sampai tiga prioritas kebijakan yang sejalan dalam satu waktu. Cukup sulit 
untuk melibatkan PMO, PMO hanya akan turun tangan apabila : Pemerintah 
melampaui batas dari mandat yang telah diberikan, kebijakan yang diterapkan 
memiliki dampak langsung (dalam konteks yang kurang baik) terhadap posisi 
serta citra dari pemerintah, atau ada perdebatan sengit antara 2 kementerian.  
c. Perdana Menteri dan Kabinet. Perdana menteri dalam kabinet di Kanada 
menjadi aktor yang menjadi pengambil keputusan tertinggi, ketika terjadi 
diskusi. Bisa dikatakan Perdana Menteri cenderung lebih berkuasa dibanding 
koleganya di dalam Kabinet. Di Kanada, seorang Perdana Menteri Kabinet 
(setelah mendapat masukan dari menteri-menteri) dapat langsung 
mengumumkan pandangannya sebagai sebuah kebijakan pemerintah. 
Sekalipun mayoritas atau bahkan semua menteri dibahwanya tidak sepakat. 
Selama berada dalam kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri, semua 
menteri-menteri harus tunduk atas keputusan apapun yang diambil oleh 
Perdana Menteri, atau Resign.34 Kabinet adalah inti dari badan eksekutif 
pembuat kebijakan dalam pemerintah. Terdiri dari Perdana Menteri dan Para 
menteri yang memimipin berbagai departemen ataupun jabatan menteri secara 
spesifik (seperti Menteri Kenegaraan atau Ministries of State). Kabinet di 
Kanada terbagi dalam beberapa komite yang mengawasi isu-isu tertentu 
(misalnya hubungan luar negeri/global, ketahanan dan lingkungan, interaksi 
dengan penduduk asli, hubungan antara Kanada-Amerika Serikat, kemanan, 
kesehatan publik dan keadaan darurat, dsb). Peran utama dari Kabinet adalah : 
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mengajukan undang-undang yang baru dengan mengesahkan rancangan 
undang-undang dari departemen, dan memperkenalkan rancangan undang-
undang tersebut kepada badan legislatif ; mengesahkan keputusan besar dari 
semua departemen pemerintahan ; mengesahkan pengangkatan jabatan dalam 
pemerintahan. Perubahan kebijakan atau proposal untuk legislatif akan 
diusulkan apabila ada pemenang dalam cabinet – seorang menteri yang 
mampu untuk mendorong kemauan koleganya serta berhasil membuat Perdana 
Menteri menyetujui idenya.  
d. Caucus. Kaukus merupakan sebuah pertemuan anggota legislatif yang masuk 
dalam partai politik tertentu untuk menyeleksi kandidat ataupun membuat 
sebuah keputusan. Kaukus dari partai politik terdiri dari semua 
senator/anggota dewan dan anggota parlemen (Members of Parliament) yang 
keduanya adalah anggota dari partai. Pertemuan ini dilaksanakan untuk 
membahas posisi semuanya dalam Parlemen. Pertemuan/kaukus memberikan 
kesempatan kepada para anggota dewan/senator dan anggota parlemen untuk 
mempengaruhi posisi dari partai politiknya dalam isu yang menjadi perhatian 
konstituen/pemilih. Seringkali partai politik akan menentukan 
kaukus/pertemuan komite-komite untuk mempelajari persoalan tertentu yang 
menjadi kontroversi. Beberapa turut menghadirkan anggota dari masyarakat 
sipil untuk memberikan presentasi, pendapat, maupun masukan. 
Kaukus/pertemuan dari partai politik teramat penting dalam meembangun dan 
menjaga kekuasaan/power. Peran Oposisi dari anggota parlemen berjalan 
cukup ideal, kecuali apabila oposisi merupakan minoritas dalam parlemen. 





karena membutuhkan afirmasi dari mayoritas anggota parlemen terlebih 
karena ada batasan waktu untuk perdebatan rancangan undang-undang.  
e. Badan-badan utama lainnya (Seperti Treasury-board Secretariat, Department 
of Finance Canada). Sebagaimana alur dari departemen, badan-badan utama 
akan mengawasi dan menjadi pelaksana, dimandatkan sebagai pemandu 
kebijakan. Keuangan sudah seharusnya mendapatkan tempat mengingat 
berbagai inisiatif yang ada tentunya memerlukan pengeluaran yang baru 
(Seperti, jadwal untuk meningkatkkan bantuan Kanada hingga 0,7 persen dari 
GNI). Departemen keuangan/ Treasury board harus menyetujui mandat 
operasional bagi aktivitas pemerintah yang masuk dalam anggaran per-tahun 
(Seperti, Satuan Tugas Stabilisasi dan Rekonstruksi atau Stabilization and 
Reconstruction Task Force –START, yang merupakan inisiasi dari hubungan 
luar negeri Kanada bagi Negara-negara yang mengalami konflik, mandat ini 
kemudian di masukan dalam anggaran Februari 2005, namun belum beroperasi 
secara keseluruhan hingga Februari 2006) 
Agar mudah memahami pengambilan kebijakan luar negeri Kanada penulis 
kemudian memetakan prosesnya menjadi tiga : Input, Proses dan output. Untuk lebih 
jelasnya, struktur pengambilan kebijakan luar negeri Kanada utamanya di masa 
















( Sumber : diolah dari tulisan Eugene A.Forsey dalam Canadian Foreign Policy 
Journal, dipublikasikan oleh Library and Archives of Canadian Parliament ) 
Kebijakan luar negeri Kanada merupakan wilayah perumusan Prime Minister 
Office (PMO) serta Department of Foreign Affair and International Trade (DFAIT). 
Input Politik, dapat diterima dari PMO maupun DFAIT. Salah satunya diantaranya 
adalah mosi untuk memperpanjang penempatan Canadian Armed Forces di Irak, mosi 
ini diajukan dari PMO melalui Stephen Harper. Selanjutnya input politik ini diproses 
dalam Parlemen Kanada, yang terdiri dari partai oposisi maupun partai Konservatif 
Kanada (Mayoritas), mosi ini kemudian di perdebatkan dalam parlemen Kanada, 
hingga akhirnya disetujui melalui prosedur Voting. Dari tahap input politik, struktur 
dalam PMO memang menempatkan Stephen Harper sebagai pengambil keputusan 
tertinggi, kemudian ketika mosi di perdebatkan dalam parlemen, partai Konservatif 
merupakan mayoritas dalam Parlemen, sehingga ketika mosi dari PMO masuk dalam 
tahapan voting, mosi ini berpotensi untuk di sahkan sebagai Kebijakan Luar Negeri. 
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Struktur Menteri-menteri dalam Kabinet Stephen Harper 
Tabel 3.1 
Daftar Menteri dalam Kabinet Stephen Harper sekaligus anggota dari Privy 
Council 
Menjabat Sebagai Nama Menteri 
Prime Minister The Right Honourable Stephen Harper 
Minister of Aboriginal Affairs and 
Northern Development 
The Honourable Bernard Valcourt 
Minister of Foreign Affairs The Honourable Robert Douglas 
Nicholson 
Minister of Justice and Attorney General 
of Canada 
The Honourable Peter Gordon MacKay 
Minister of Health The Honourable Rona Ambrose 
Minister of Public Works and Government 
Service 
The Honourable Diane Finley 
President of Treasury Board The Honourable Tony Clement 
Leader of the Government in the House of 
Commons 
The Honourable Peter Van Loan 
Minister of National Defence and Minister 
for Multiculturalism 
The Honourable Jason Kenney 
Minister of Agriulture and Agri-Food The Honourable Gerry Ritz 





Minister of Infrastructure, Communities 
and Intergovernmental Affairs and 
Minister of The Economic Development 
Agency of Canada for The regions of 
Quebec 
The Honourable Denis Lebel  
Minister of the Environment, Minister of 
the Canadian Northern Economic 
Development Agency and Minister for the 
Arctic Council  
The Honourable  Leona Aglukkaq 
Minister of Transport The Honourable Lisa Raitt 
Minister of Fisheries and Oceans  The Honourable Gail Shea 
Associate Minister of National Defence The Honourable Julian Fantino 
Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness  
The Honourable Steven Blancy  
Minister of International Trade The Honourable Edward Fast 
Minister of Finance The Honourable Joe Oliver 
Ministeer of National Revenue The Honourable Kerry-Lynne D. Findlay 
Minister of Employment and Social 
Development and Minister for Democratic 
Reform 
The Honourable Pierre Poilievre 
Minister of Canadian Heritage and 
Official Languages 
The Honourable Chris Glover 
Minister of Citizenship and Immigration The Honourable Chris Alexander 
Minister of Labour and Minister of Status 
of Women 





Minister of Natural Resources and 
Minister for The Federal Economic 
Development Initiative for Northern 
Ontario 
The Honourable Greg Rickford 
Minister of Veterans Affairs The Honourable Erin O’Toole 
Minister of State (Small Business and 
Tourism, and Agriculture) 
The Honourable Maxim Bernier 
Minister of State (Foreign Affairs and 
Consular) 
The Honourable Lynne Yelich 
Minister of State (Federal Economic 
Development Agency for Southern 
Ontario) 
The Honourable Gary Goodyear 
Minister of State (Atlantic Canada 
Opportunities Agency) 
The Honourable John Duncan 
Minister of State (Multiculturalism)  The Honourable Tim Uppal 
Minister of State (Seniors) The Honourable Alice Wong 
Minister of State (Finance) The Honourable Kevin Sorenson 
Minister of State (Social Development) The Honourable Michelle Rempel 
Minister of State (Science and 
Technology) 
The Honourable d Holder 







Alur pengambilan keputusan dalam kabinet Stephen Harper 
Stephen Harper merupakan salah satu dari 2 perdana menteri di Kanada yang 
tidak menunjuk seorang wakil perdana menteri. Stephen Harper merupakan sosok 
yang berpengaruh dalam Kabinetnya. Latar belakang ideologi politik Harper yang 
berasal dari partai Konservarif serta pengalaman yang dimiliki selama berkarir di 
dunia politik Kanada, menjadikan Harper sebagai sosok yang berpengaruh dalam 
kabinetnya.   Seperti yang di sampaikan oleh Alexandre Boulerice “In Harper’s 
Government, the only minister who matters is the Prime Minister”.35  
Pengaruh Stephen Harper di dukung oleh struktur interaksi dalam Kabinet di 
Kanada yang memang memposisikan Perdana Menteri sebagai pengambil kebijakan 
tertinggi. Dalam pengambilan keputusan di dalam kabinet, menteri-menteri yang 
memiliki pandangan berseberangan dengan Perdana Menteri hanya memiliki 2 
pilihan, mengikuti putusan akhir dari Perdana Menteri atau resign dari kabinet. 
Selama 3 periode Stephen Harper menjabat menjadi seorang Perdana Menteri 
terhitung ada 2 menteri yang mengundurkan diri. Di awal tahun 2015, mantan menteri 
luar negeri Kanada John Baird yang telah mendampingi Harper sejak Mei 2011 
mengundurkan diri sebelum digantikan oleh Robert Douglas Nicholson. Sebelum 
John Baird, Menteri Keuangan Jim Flaherty adalah menteri pertama dalam kabinet 
periode ke 3 masa jabatan Stephen Harper, yang mengundurkan diri. Di beritakan 
dalam sebuah media bahwa diakhir tahun 2015, Ministry of International 
Development akan mengundurkan diri dari masa jabatannya. Dilansir oleh beberapa 
                                                          
35 National Post of Canadian Politics. Harper to lose two more cabinet ministers. The Canadian Press. 4 
April 2015. Diakses dari http://news.nationalpost.com/news/canada/canadian-politics/glover-paradis-





berita lokal bahwa mundurnya John Baird disebabkan silang pendapat dengan Perdana 
Menteri Stephen Harper dalam kabinet ketika hendak mengambil keputusan.  
C. Bentuk-bentuk Penerapan Human Security Kanada 
Bagi Kanada Human Security berarti kebebasan dari segala bentuk ancaman 
terhadap hak-hak manusia, persoalan keamanan dan kehidupan. Melalui kebijakan 
luar negerinya, Kanada telah memilih untuk fokus pada agenda Human Security 
dalam mempromosikan keamanan bagi manusia dengan melindungi mereka dari 
ancaman kekerasan. Fokus Human Security ini diambil karena keyakinan Kanada 
bahwa perlindungan terhadap ancaman kekerasan merupakan nilai terbesar dari 
Human Security, serta melengkapi agenda internasional yang telah ada dalam 
mempromosikan keamanan nasional, Hak Azasi Manusia dan pengembangan 
manusia. Kanada telah memetakan 5 prioritas dalam kebijakan luar negerinya untuk 
memajukan Human Security. Kelima prioritas itu dapat digambarkan melalui bagan 
dibawah ini  
Gambar 3.2 
























Protections of Civilians atau perlindungan terhadap sipil, Kanada fokus untuk 
membangun keinginan dan komitmen masyarakat internasional, memperkuat norma-
norma dan  kapasitas untuk mengurangi dampak yang diterima oleh manusia sebagai 
korban dari konflik bersenjata. Peace support operations atau Operasi pendukung 
perdamaian, Kanada juga fokus untuk membangun kapasitas Perserikatan Bangsa-
bangsa serta mengelola berbagai permintaan dan meningkatkan standar persyaratan 
untuk menempatkan personil ahli (termasuk orang-orang yang berasal Kanada). 
Conflict Prevention atau Pencegahan Konflik, Kanada melalui berbagai usaha selalu 
menguatkan kapasitas komunitas internasional hal ini dilakukan untuk sebagai modal 
untuk dapat mencegah atau menyelesaikan konflik, serta membangun kapasitas 
penduduk lokal agar dapat mengelola konflik tanpa menggunakan instrument 
kekerasan. Governance and Accountability, Kanada berusaha meningkatkan serta 
mempromosikan prinsip akuntabel baik dalam sektor publik maupun swasta dalam 
menerapkan norma-norma demokrasi serta penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia. 
Public Safety atau keamanan publik, fokus terhadap pengembangan tenaga ahli dalam 
lingkup internasional, meningkatkan kapasitas dan berbagai instrument untuk 
mencegah adanya ancaman yang berkembang lebih lanjut diakibatkan oleh kejahatan 
transnasional yang terorganisir.  
Kelima prioritas kebijakan luar negeri dalam kerangka Human Security ini. 
Kemudian oleh Kanada di terjemahkan menjadi beberapa kebijakan yang mendukung 
kelima prioritas: Perlindungan terhadap sipil (Protection of civilian); Operasi 
pendukung perdamaian (Peace support operations); Pencegahan konflik (Conflict 





Keamanan publik (Public safety). Berikut merupakan elaborasi kebijakan dari 
prioritas yang penulis kutip :36  
1. Protection of Civilians atau Perlindungan terhadap Sipil : 
- War-Affected Children atau Perang berdampak pada anak. Pada tahun 2000 
Kanada merupakan negara yang pertama dalam menandatangani Konvensi 
Hak-hak Anak utamanya anak yang turut dilibatkan dalam konflik bersenjata. 
Kanada terus mempromosikan protokol ini agar lebih banyak negara lagi yang 
ikut meratifikasi dan mengimplementasikannya. Kanada sangat menentang 
adanya perekrutan anak-anak sebagai tentara dalam sebuah pasukan militer. 
Pada September 2000, Kanada menjadi tuan rumah Konferensi Internasional 
membahas Perang yang berdampak pada anak-anak (War-affected Children) di 
Winnipeg. Pada tahun 2001. Kanada terus melanjutkan upayanya dalam 
melindungi hak-hak Anak. 
- Legal and Physical Protection atau Aturan dan Perlindungan Fisik. Dalam 
kondisi konflik atau ketidakstabilan sebuah negara. Semua elemen bisa saja 
menjadi target, bukan hanya tentara bersenjata tetapi juga masyarakat sipil 
bahkan personil pelindung kemanusiaan. Kanada menjadi salah satu inisiator 
dalam mengesahkan 2 resolusi terkait Perlindungan terhadap sipil dalam 
konflik bersenjata, hal ini dibuktikan pada Februari 1999 ketika Kanada 
menjadi presiden atau ketua dari Dewan Keamanan PBB (UNSC). Kanada 
memperlihatkan komitmennya dalam menerapkan resolusi ini dengan  
menambah jumlah personil pelindung kemanusiaan, Kanada sangat meyakini 
                                                          
36 Department of Foreign Affairs and International Trade. 2007. Freedom from Fear : Canada’s 





pendekatan multilateral dapat menyelesaikan masalah ketidakamanan sipil 
yang dirasakan oleh umat manusia.  
- Internally Displaced Persons adalah mereka yang menderita diakibatkan 
konflik yang terpaksa harus pindah ke tempat lain. Banyak dari mereka adalah 
wanita dan anak-anak. Berdasarkan laporan UNHCR37 dalam laporannya tahun 
2014, para IDP ini masih menderita karena kurangnya fasilitas dan kebutuhan 
hidup seperti air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dsb. Kanada sangat 
mendukung upaya internasional untuk melindungi dan memfasilitasi IDP di 
seluruh dunia. Sejauh ini, Kanada secara aktif telah mendukung kerja-kerja 
dari RSG (Representative of the Secretary General) dalam menangani IDP. 
Hal ini termasuk memberikan alternative host country dalam kerangka kerja 
RSG, melindungi dan mendampingi IDP, turut berkontribusi untuk 
mengembangkan strategi dalam mencegah, melindungi, mendampingi, 
mendukung, dan mempromosikan riset dan advokasi sebagai bentuk komitmen 
terhadap perlindungan sipil. 
- Human Rights Field Operations (HRFO) atau Operasi di bidang Hak Azasi 
Manusia. Kanada telah berkomitmen dalam perlindungan Hak Azasi Manusia 
dengan melatih serta mempekerjakan para ahli Hak Azasi Manusia dari 
kalangan sipil untuk mengambil bagian dalam operasi mendukung 
perdamaian. Kontribusi Kanada dalam HRFO sebagai bentuk peringatan dini 
dan pencegahan akan konflik, Kanada berupaya untuk meningkat koordinasi 
antara lembaga pengawasan Hak Azasi Manusia dan tenaga pelindung 
perdamaian (Peacekeeping efforts) serta mempromosikan interaksi yang baik 
                                                          






antara HRFO dengan agen-agen pembangunan serta masyarakat (Host 
societies) 
- Landmines atau bahan peledak/ranjau. Merebaknya penggunaan ranjau/bahan 
peledak tentu teramat berpengaruh terhadap keamanan individu. Selama 
beberapa dekade, senjata ini terbukti menggeneralisir korban dan tidak mampu 
membedakan target (kombatan dan non-kombatan). Penggunaan bahan 
peledak telah menimbulkan krisi kemanusiaan di banyak negara, 
mengakibatkan banyak pengungsi keluar dari negaranya. Pada desember 1997, 
mayoritas negara-negara memilih untuk bergabung dengan Kanada dan 
menandatangani Konvensi pelarangan penggunaan, penimbunan, produksi dan 
pemindahan bahan peledak dalam konflik. Kanada bahkan membentuk 
Canadian Landmine Fund bekerjasama dengan beberapa negara, berupaya 
untuk meneruskan komitmen dalam mencegah penggunaan bahan peledak di 
negara seperti Bosnia, Kamboja, Ekuador, Kosovo, Mozambik, Peru, dan 
Amerika tengah. 
- Humanitarian Intervention atau Intervensi Kemanusiaan. Semua negara 
bersepakat bahwa pencegahan dengan pendekatan non-koersif selalu menjadi 
cara yang tepat untuk menghindari adanya kekerasan dalam konflik. Namun, 
ketika krisis kemanusiaan muncul (atau sumber ancaman muncul) dapat 
menyebarkan ancaman terhadap keselamatan serta keamanan manusia, hal 
inilah yang membutuhkan respon efektif dari masyarakat internasional. 
Mengingat dunia tidak menginginkan kejadian yang sama seperti yang terjadi 
di Rwanda dan Srebrenica. Kemauan dan kemampuan masyarakat 





perjanjian politik hingga langkah militer- untuk menyelesaikan ancaman 
mengerikan terhadap Human Security kedua cara tersebut dapat saling 
melengkapi.38 Langkah NATO di Kosovo menimbulkan perdebatan terkait 
kerangka kerja yang tepat bagi intervensi militer dalam mencapai tujuan 
kemanusiaan. Kanada mendukung Sekertaris-jenderal PBB pendapat akan 
tidak adanya prinsip legal, bahkan kedaulatan, yang dapat melindungi 
kejahatan kemanusiaan. Untuk membangun pemahaman masyarakat 
internasional akan situasi yang menjastifikasi adanya intervensi kemanusiaan, 
Kanada menjadi inisiator dalam pembentukan komisi internasional independen 
dalam Intervensi dan Kedaulatan Negara atau Independent International 
Commission on Intervention and State Sovereignity. 
 
2. Peace Support Operations atau Operasi Pendukung Perdamaian : 
- Peace Support Capacity atau Kapasitas Pendukung Perdamaian adalah sebuah 
prinsip yang dikembangkan oleh Komunitas Internasional selama kurang lebih 
40 tahun sebagai respon terhadap ancaman dampak dari konflik bersenjata. 
Sama halnya fokus keamanan yang berubah dalam menjamin perlindungan 
manusia, Negara-negara di dunia mengembangkan prinsip ini menjadi sebuah 
misi yang lebih komprehensif untuk mendukung operasi pendukung 
perdamaian melaui PBB39. Kanada mendukung kapasitas Perserikatan Bangsa-
bangsa ikut mengelola operasi pendukung perdamaian melalui sistem 
pelatihan sipil dan para ahli militer, membangun kapabilitas semua aktor agar 
                                                          
38  Department of Foreign Affairs and International Trade, UNICEF. 
39 Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations merupakan Organisasi Internasional dengan 
pendekatan multilateral, yang terbentuk pasca Perang Dunia II, tujuannya untuk menjaga perdamaian, 
mengembangkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan antar negara. Organisasi ini 
merupakan Governmental Organization yang beranggotakan negara-negara berdaulat serta peserta 





dapat berpartisipasi secara efektif, menginisiasi pembangunan kapasitas 
(capacity-building) dalam setiap aktivitas PBB.  
- Expert Deployment atau Penempatan Tenaga Ahli. Kanada menyadari adanya 
kebutuhan untuk membangun kapasitas – baik di dalam negeri maupun di luar 
negeri- melalui identifikasi keseluruhan dan penempayan tenaga ahli yang 
cakap. Hal ini juga termasuk, pengembangan kebijakan baru, standar prosedur 
operasi dan mekanisme penempatan, serta investasi melalui materi pelatihan 
dan kursus. Manifestasi nyata Kanada adalah dengan membentuk CANADEM 
(Canadian Resource Bank for Democracy and Human Rights). CANADEM 
merupakan sebuah badan yang mengelola penempatan tenaga ahli dalam 
operasi pendukung perdamaian, cakupan dari CANADEM antara lain: 
perlindungan terhadap anak-anak, upaya rekonsiliasi, reforamsi judisial, 
administrasi sipil, pemantauan dan promosi Hak Azasi Manusia. CANADEM 
juga melibatkan NGO.  
 
3. Conflict Prevention atau Pencegahan Konflik : 
- Co-operative Conflict Prevention atau Kerjasama Pencegahan Konflik. 
Kanada sebagai negara yang meyakni efektifitas forum multilateral sebagai 
solusi atas permasalahan dunia, bekerjasama dengan PBB dan G-8, serta 
organisasi-organisasi regional dalam menangani akar permasalahan dari 
konflik yang ada dan terus mempromosikan upaya-upaya preventif, kebijakan 
ini juga termasuk pengembangan sistem peringatan dini, misi-misi pencarian 
fakta, upaya negosiasi dan mediasi, dan menginisiasi proses pencapaian 





- Small Arms atau Senjata ringan. Prioritas dari Kanada adalah mempromosikan 
dan bekerjasama dengan aktor-aktor lainnya untuk menjalankan hasil dari 
konferensi PBB tahun 2001 tentang Illicit Trade in Small Arms and Light 
Weapons In All Its Aspect. Sejauh ini Kanada telah mengambil tiga pendekatan 
: fokus terhadap pengawasan transfer senjata ringan ; merebaknya kejahatan 
transnasional ; dimensi pembangunan perdamaian atau peacebuilding 
dimension. 
- Post-conflict Peacebuilding atau Upaya perdamaian paska konflik. 
Peacebuilding merupakan upaya perdamaian untuk menguatkan keharmonisan 
internal serta mengurangi adanya potensi kekerasan yang dapat terjadi. Upaya 
ini kemudian dicapai melalui pembangunan kapasitas dari masyarakat untuk 
mengelola konflik tanpa pengunaan kekerasan. Peacebuilding dapat berupa 
reintegrasi pengungsi dan IDP, mempromosikan rekonsiliasi, membangun 
institusi demokratis. Kanada sendiri secara aktif telah berkontribusi dalam 
aktivitas peacebuilding di sebluruh dunia selama beberapa dekade terakhir, 
seperti di Bosnia, Kamboja, Kroasia, Timor timur dan Haiti. Kanada 
menganggap upaya politik maupun financial sama-sama dibutuhkan untuk 
menciptakan atmosfir yang baik bagi Human Security.  
 
4. Governance and Accountability atau pemerintahan yang akuntabel : 
- International Criminal Court (ICC). Penganiayaan terhadap hukum 
kemanusiaan internasional (International Humanitarian Law) paling banyak 
terjadi pada masyarakat sipil (non-kombatan). Kanada menjadi salah satu 
pencetus  terbentuknya ICC. Pada Juli 2000, Kanada telah meratifikasi statuta 





dengan komunitas internasional lainnya untuk memberiikan technical 
assistance yang dapat mendorong pemerintah di negara lain ikut 
mengimplementasikan statuta ICC. 
- Security Sector Reform atau Reformasi Sektor Keamanan. Di banyak Negara 
lembaga keamanan yang bertugas untuk melindungi keamanan publik justru 
menjadi ancaman terbesar dari Human Security. Militer dan polisi yang 
otoriter, tidak disiplin dan korup menjadi sumber pelanggaran terhadap Hak 
Azasi. Kanada sendiri menganggap lembaga keamanan yang akuntabel 
merupakan kunci untuk mendukung operasi pendukung perdamaian, intervensi 
paska-krisis dan pembangunan perdamaian jangka panjang  
- Corruption and Transparency atau Korupsi dan Transparansi. Korupsi adalah 
ancaman bagi Human Security karena melemahkan kemampuan negara dalam 
memanifestasikan fungsinya dan memberikan perlindungan terhadap warga 
negara. Korupsi memiliki dampak buruk, baik dibidang ekonomi maupun 
politik. Upaya utuk melawan korupsi menjadi komitmen nyata untuk 
menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam PBB, 
Kanada menjadi co-sponsor dari Declaration Against Corruption and Bribery 
in International Commercial Transaction di tahun 1996. Di tahun 1999, 
Kanada menandatangani Konvensi Inter-Amerika Perlawanan Terhadap 
Korupsi (Convention Against Corruption) dalam Organization of American 
States (OAS) 
Selain 4 kebijakan Kanada di atas, penulis juga menemukan data bentuk-





diantaranya : a) Program Millenium Development Goals, b) Humanitarian 
Intervention dan Conflict Prevention. 
Millenium Development Goals 
MDGs merupakan manifestasi dari kegusaran pemimpin-pemimpin dunia 
terhadap kemiskinan dan kelaparan yang masih melanda sebagaian besar negara 
berkembang. Pada tahun 2000, dalam pertemuan millennium PBB atau UN 
Millennium Declaration, Kanada menjadi salah diantara 189 negara yang bersepakat 
untuk mengakhiri kemiskinan di tahun 2015 dengan menandatangani Deklarasi 
Milenium PBB dan setuju untuk membentuk MDG yang berisi 8 butir target serta 
guidelines yang diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup negara-negara yang 
hidup di bawah garis kemiskinan. 
Selama satu dekade terakhir Kanada telah memperlihatkan komitmen yang 
serius dalam mendukung agenda internasional ini. Sekalipun warna Human Security 
Kanada dalam kebijakan luar negerinya yang kental akan isu high politic namun 
kembali di imbangi dengan partisipasi Kanada terhadap MDG’s. Di tahun 2005, 
Kanada menandatangani Paris Declaration on Aid Effectiveness40, perjanjian ini 
sebagai bentuk komitmen antara negara maju (negara donor) dan negara berkembang 
untuk mengorganisir bantuan yang diberikan agar jauh lebih efektif dan akuntabel, 
serta mengawasi dan mengevaluasi ketercapaian perjanjian ini. Di tahun 2005 juga, 
pemerintahan Stephen Harper memperjelas komitemen jangka panjang demi 
ketercapaian MDGs dengan mengalokasikan 0.7 % dari GNI kepada ODA. 
                                                          
40 Organization for Economic Co-operation and Development. Paris Declaration on Aid Effectiveness. 
March 2005. Lihat lebih lanjut http://www.international.gc.ca/development-developpement/priorities-





Kanada melalui DFAIT tetap menjaga komitmen dengan bersepakat untuk 
menjalankan Post-Development Agenda yang dikenal dengan Sustainable 
Development Program pasca berakhirnya tenggat waktu MDGs di tahun 2015. 
Namun tetap saja, penekanan fokus pemerintahan Stephen Harper akan Human 
Security adalah Freedom from fear.  
Humanitarian Intervention dan Conflict Prevention  
Kanada meyakini efektifitas Intervensi kemanusiaan, dengan anggapan bahwa 
intervensi kemanusiaan merupakan upaya untuk mencegah konflik lebih lanjut serta 
mencegah lebih banyak manusia menjadi korban. Seperti yang penulis gambarkan 
sebelumnya bahwa corak Intervensi Kemanusiaan dalam menerjemahkan Human 
Security yang membuat Kanada berbeda dengan negara-negara lain. Dukungan 
Kanada terhadap strategi Intervensi Kemanusiaan inilah yang kemudian diperlihatkan 
Kanada dengan menjadi inisiator terbentuknya International Commission on 
Intervention and State Sovereignity.41 Tidak hanya itu, Kanada juga merupakan 
negara yang menginisiasi dibentuknya ICC, sebagai bentuk keresahan Kanada akan 
pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan. Seperti rezim Ghadaffi di Libya yang 
melanggengkan kekuasaannya dengan membantai ratusan orang yang mencoba untuk 
menurunkan pemerintahan.  
Salah satu kebijakan Kanada untuk mencegah konflik berlanjut dengan 
membawa agenda Intervensi Kemanusiaan adalah ikut terlibat di Afghanistan pada 
                                                          
41  Lembaga Internasional Independen ini di dirikan oleh Pemerintahan Kanada pada September 2000, 
untuk menjawab tantangan Sekretaris Jenderal dari PBB, Kof Annan, yang meresahkan dilemma antara 
kedaulatan dan intervensi.  Lebih lanjut baca Report of the International Commission on Intervention 
and State Soverignity. 2001. International Develompent Research Centre. Diakses dari 






tahun 2006 serta memerangi ISIS di timur tengah sejak tahun 2014. Melalui berbagai 
media, Stephen Harper menyampaikan bahwa Kanada akan tetap memerangi 
kelompok militan apapun yang menyebarkan ketakutan dan mengancam sipil. 
Pemerintahan Kanada memperkenalkan mosi untuk memperpanjang misi Kanada di 
Irak, dari yang sebelumnya adalah six-month mission diperpanjang hingga akhir maret 
2016.42 Stephen Harper jelas sangat berambisi untuk meneruskan Humanitarian 
Intervention di Irak , “Our goal here is to deal with any threat to Canada, and we will 
deal with it for as long as it is there and we will not stop dealing with it before that”43. 
Strategi Kanada yang cukup agresif ini erat kaitannya dengan konsep Three 
Block War yang juga digunakan kembali oleh Canadian Forces sejak Stephen Harper 
menjabat sebagai Perdana Menteri. Akhir tahun 2006, sesaat setelah Stephen Harper 
menjabat sebagai Perdana Menteri di Kanda, isu terkait adanya senjata pemusnah 
massal di Afghanistan menjadi perdebatan besar di dalam parlemen Kanada. Opini 
publik terbagi dalam melihat misi Kanada di Afghanistan, begitu juga dengan partai-
partai politik di Kanada. Pada periode pertama masa jabatan Stephen Harper, 
Afghanistan ditempatkan sebagai komitmen utama kebijakan luar negeri Kanada, 
terbukti dengan bermilyar-milyar dollar telah dikeluarkan, serta pengiriman pasukan 
warga negara Kanada ke Afganistan yang pada akhirnya banyak memakan nyawa. 
Ada transformasi yang cukup signifikan, peralihan ideologi kepala pemerintahan dari 
yang sebelumnya Liberal hingga Harper yang latar belakang politiknya adalah 
Konservatif. Bukan hanya itu, terjadi pergeseran arah prioritas kebijakan luar negeri, 
                                                          
42 Jake Edmiston. Canadian National Post. Canada wil fight ISIS threat. Di akses dari 
http://news.nationalpost.com/news/canada/stephen-harper-seeking-to-extend-military-
mission-into-syria-so-warplanes-can-strike-isis-safe-haven , pada 1-9/15. 






dari Paul Martin (PM sebelumnya) yang fokus kepada isu-isu ekonomi dan sosial, 
kepada Harper yang memprioritaskan kebijakan pertahanan dan keamanan. Di bawah 
pemerintahan Stephen Harper, kebijakan luar negeri Kanada bertransformasi kearah 
High politics. Pemerintahan Harper mengejar isu-isu high politic dengan cara-cara 
yang signifikan dan kompleks. Di tahun 2006 dan 2007 alokasi budget bertambah 
sebanyak $1.1 milyar khusus untuk militer.44 Pemerintah juga mengalokasikan $17.1 
milyar dibidang strategi, helikopter, pesawat tempur, kapal pemasok senjata dan  
transportasi kereta.45  
Pemerintahan Kanada di bawah Stephen Harper telah menerapkan pendekatan 
3-D sebagai instrument untuk merespon situasi di Afganistan. Pendekatan 3-D 
melibatkan koordinasi dari DFAIT, DND dan CIDA. Pendekatan ini pertama kali di 
uji coba di Afghanistan.46 Melalui CIDA dan NGO internasional, Kanada 
menjalankan proyek humaniter termasuk perbaikan jalan, penanggulangan narkotika. 
Sementara Canadian Forces bertugas untuk menjamin keamanan lingkungan. Dalam 
tipikal pertahanan dengan pendekatan 3-D, Canadian army mengadaptasi konsep 
Three-block warfare.47  
                                                          
44 Department of National Defence. 2006. Budget 2006 and the Department of National Defence and 
the Canadian Forces. Diakses dari http://www.forces.gc.ca/site/Reports/budget06/index_e.asp pada 25-
8/15. Department of National Defence. 2007. Defence and Budget 200: Highlights. Diakses dari 
http://www.forces.gc.ca/site/Reports/budget_2007/index_e.asp  pada 25-8/15 
  
45 Department of National Defence. 2006. Canada First Defence Procurement. Diakses dari 
http://www.forces.gc.ca/site/Focus/first/index_e.asp pada 25-8/15 
 
46  Lihat DFAT. Rebuilding Afghanistan. Accessed online at http://www.canada-
afghanistan.gc.ca/menu-en.asp  pada 26-8/15  
 
47 Three Block War merupakan Konsep yang digunakan sebagai metafora militer oleh pemimpin US 
Marine Corps diakhir abad ke 20. Konsep ini kemudian diadaptasi dan digunakan kembali oleh 
Canadian Forces di tahun 2004-2005, sebagai model operasi militer Kanada. Esensi dari konsep ini 
adalah adanya kekuatan militer atau army yang melaksanakan agenda Humaniter (Humanitarian 






“These are the the step; on the first of block, we will deliver humanitarian aid 
or assist others in doing so. On the second,we will conduct stabilization or 
peace support operations. On the third, we will be engganged in a high 
intensity of fight.” 48 
Konsep ini harus mampu diterapkan bahkan dalam lingkungan urban. Di 
Afghanistan, Canadian Army telah merespon dengan pendekatan three-block war, 
yakni, mengadakan pelatihan bagi Afhanistan National Army and Police dan 
mengadakan penyerangan terhadap elemen-elemen Taliban. Pemerintah Harper 
berusaha konsisten menjaga pendekatan three block war. Hal ini ditujunkan melalui 
kunjungan resmi pertama Stephen Harper setelah menjabat sebagai Perdana Menteri 
ke Afghanistan pada Maret 2006.  
“We will continue to help defend our values and democratic ideals around the 
world – as so courageously demonstrated by those young Canadian soldiers 
who are serving and who sacrificed in Afghanistan”.49  
Stephen Harper sebagai seorang Perdana Menteri begitu berpengaruh terhadap 
arah kebijakan luar negerinya. Demikian pula dengan fenomena di Afghanistan, 
dalam pidatonya di depan Canadian Forces pada akhir tahun 2006, Harper 
menegaskan mentalitas orang Kanada dalam medan pertempuran “…..Canadian don’t 
make commitment and then run away at the first sight of trouble. We don’t and we 
won’t. It’s not my way and it’s not the Canadian way.”50 Tidak hanya di depan 
Canadian Army dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Harper berusaha 
menegaskan kembali stance pemerintah Kanada  
                                                          
48 Department of National Defence. Three-block War : in A Soldier’s Guide to Transformation. Diakses 
dari http://www.army.forces.gc.ca .Pada 27-8/15 
 
49 Dikutip dari John Kirton. 2006. Harper’s “Made in Canada” Global Leadership. Dalam Andrew F 
Cooper dan Dane Rowlands.eds. Canada Among Nations 2006: Minorities and Priorities. McGill-
Queen’s University Press: Montreal and Kingston. 37. 
50 Stephen Harper. Pidato oleh Perdana Menteri Kanada kepada Canadian Armed Forces di 






“if we fail the Afghan people, we will be failing ourselves. For this is the 
United Nations strongest mission and, therefore, our greatest test. Our 
collective will and credibility are being judged. We cannot afford to fail. We 
will Succeed.”51 
  Sejak tahun 2001 pasukan Kanada telah di tempatkan di Afghanistan, oleh 
pemerintahan Stephen Harper misi ini diperpanjang, hingga baru pada maret 2014, 
Canadian Armed Forces keluar dari Afghanistan. Di tahun 2013, melalui mantan 
Menteri Luar Negeri Kanada John Baird bersikap tegas akan tindakan Rusia terhadap 
Ukraina. Kanada sangat menjaga kontribusinya terhadap NATO utamanya demi 
keamanan Eropa Timur dan Tengah. Kanada terus mendukung NATO dalam 
upayanya mempromosikan keamanan dan stabilitas kawasan sebagai bentuk 
komitmen Kanada terhadap negara-negara se aliansi di kawasan. Kanada menunjukan 
respon yang kuat terhadap agresi rezim putin di Ukraina. Posisi Kanada di Ukraina, 
diperjelas oleh John Baird “We recognize the illegal Russian occupation of Crimea or 
any region of that country”52. Kanada berusaha menjaga stabilitas kawasan negara 
aliansinya dengan berkontribusi dalam NATO, kontribusi ini juga ditunjukan melalui 
misi bersama Operation Reassurance CAF dan NATO. Namun keterlibatan Kanada 
di Timur Tengah tetap menjadi prioritas dalam pemerintahan Stephen Harper hingga 
periode ke 3 Stephen Harper.  
Keterlibatan Kanada mengurusi konflik di Timur tengah juga diperlihatkan 
dalam situasi krisis di Irak dan Syria yang disebabkan oleh kelompok ISIS. Sejak awal 
2014, kelompok teroris ISIS telah melakukan kejahatan kemanusiaan besar-besaran 
dengan membunuh anak-anak, perempuan, laki-laki, memperkosa dan 
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September 2006. Diakses dari http://www.pm.gc.ca. Pada 27-8/15 
 






memperdagangkan perempuan menjadi budak, terror penculikan korban tak bersalah, 
serta memindahkan dengan paksa hampir 2 juta warga Iraq. Melalui website resmi 
Kanada dikemukakan bahwa ISIS tidak hanya menjadi ancaman di kawasan namun 
juga mengancam keamanan Kanada dan Negara-negara di dunia. Kanada berada di 
garis depan dalam upaya masyarakat internasional melawan ISIS. Kanada telah 
mengambil langkah untuk melindung masyarakat sipil Irak dan Syria serta berupaya 
untuk mencegah aktivitas barbar dari agenda ekspansionis dari ISIS.53 Tanggal 7 
Oktober 2014, pemerintah Kanada berhasil meloloskan mosi dalam parlemen terkait 
keikutsertaan Kanada bergabung bersama Aliansi serta mitra kerja nya dalam misi 
menanggulangi dan memberantas ancaman ISIS.   
Misi utama kekuatan militer Kanada di Iraq adalah membela kemanusiaan, 
mengupayakan pembangunan, serta perlindungan sipil. Kanada menggunakan 
pendekatan Three block war, yakni mendukung operasi militer, capacity building, 
pelatihan, menghentikan arus keterlibatan teroris dari luar Iraq dan Syria, memotong 
sumber pendapatan ISIS, memberikan pendampingan kemanusiaan, mewartakan 
keberadaan dan ancaman ISIS, mendukung stabilitas dan kesejahteraan kawasan. 
Selain mempersiapkan Canadian Armed Force untuk melatih kekuatan bersenjata 
lokal, Kanada juga memberikan pendampingan kemanusiaan, melalui website resmi 
Kanada dalam rubrik International Security berikut merupakan kontribusi Kanada di 
Iraq dan Suriah : 
 
 
                                                          
53  Canada’s Response to the Situation in Iraq and Syria. Lebih lanjut dapat diakses melalui 
http://international.gc.ca/world-monde/security-securite/isis-eiis/timeline-chronologie.aspx?lang=eng . 






Sejak awal tahun 2014, melalui mitra kerja kemanusiaan, Kanada telah 
berkontribusi sebanyak $107.4 juta untuk humanitarian assistance untuk warga Iraq 
yang menjadi korban krisis yang ditimbulkan ISIS. Pendampingan Kanada telah 
membantu :54 
a. Makanan untuk 1.7 juta warga Iraq 
b. Penampungan dan supply bantuan (dalam bentuk alat-alat kesehatan, alat dan 
bahan memasak, selimut) kepada 1.26 juta orang, dan 
c. Meningkatkan akses kesempatan pendidikan terhadap 500.000 anak-anak, dan 
akses perlindungan terhadap 150.000 anak-anak yang menjadi korban dari 
konflik yang ada. 
d. Kontribusi Kanada untuk sexual and gender biased dengan memberikan 
dukungan physco-social dan fasilitas lainnya terhadap 35.000 wanita dan 
anak-anak perempuan. 
Suriah dan Kawasan 
Kanada telah mendukung upaya humaniter di Suriah dan negara-negara 
tetangga sejak awal konflik yang di munculkan oleh rezim Bashar Al-Assad. Kanada 
telah mengalokasikan sebanyak $503.5 juta dalam anggaran pendampingan 
kemanusiaan, termasuk dukungan yang di sampaikan oleh Menteri Christian Paradis 
pada 7 Januari 2015, dan kontribusi yang di sampaikan oleh Perdana Menteri Stephen 
Harper pada 24 Januari 2014, di Yordania. Dengan dukungan Kanada, bantuan 
                                                          
54 International Security. Providing Humanitarian Assistance. Diakses dari 
http://international.gc.ca/world-monde/security-securite/isis-eiis/humanitarian_assistance-






berhasil di distribusikan kepada lebih dari 3.25 juta orang di Suriah, bantuan makanan 
telah di distribusikan kepada lebih dari  4.16 juta orang di dalam Suriah, dan 16.5 juta 
orang diberikan akses terhadap air bersih di Suriah. 
Dengan kontribusi Kanada, perlengkapan sekolah telah diberikan kepada 
162.000 anak-anak di Suriah dan dukungan psycho-social diberikan kepada 20.000 
anak-anak. Di Yordania, 52.000 anak-anak dan pemuda yang menjadi korban dari 
krisis dapat mendatangi lokasi lokasi yang di labeli child and adolescent friendly 
spaces, 36.980 perempuan dan laki-laki korban konflik telah diberikan pelatihan dan 
pemahaman untuk meningkatkan kesadaran akan pencegahan dan penanggulangan 
konflik, perlindungan, penganiayaan gender. Di libanon, Kanada mendukung 
pendidikan non formal dan pendidikan keterampilan untuk 9.170 korban anak-anak 
usia sekolah. 
Keterlibatan Kanada dalam krisis Iraq dan Suriah di dukung penuh oleh 
masyarakat Kanada, berdasarkan poling Ipsos Reid Poll pada bulan Februari dan 
bulan Juli 2015, ada peningkatan dukungan dari 60 % menjadi 81 %.55 Hal ini jelas 
berbeda dengan keputusan pemerintahan Harper untuk ikut terlibat dalam perang Iraq 
tahun 2003 dan krisis di Afghanistan tahun 2006. Dibandingkan dengan keterlibatan 
Kanada dalam krisis di Mesir dan Libya, dukungan publik terhadap peran Kanada 
melawan ISIS masih lebih unggul.  
Misi Kanada memerangi ISIS dianggap memiliki 3 landasan yang jelas. 
Pertama, intervensi Kanada di Iraq dan Suriah memiliki landasan moral yang jelas, 
yakni melindungi kelompok minoritas yang mendapat penganiayaan (seperti halnya 
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yang terjadi di Kosovo dan Libya). Kedua, untuk dapat melakukan intervensi 
setidaknya harus ada 3 kawan dekat dari Kanada, yakni  Amerika Serikat, Inggris dan 
Perancis. Ketika ketiga negara ini terlibat dalam kampanye militer dan intervensi 
kemanusiaan, Kanada merasa harus ikut mengambil bagian, sebagai bentuk tanggung 
jawab akan beban keamanan dan perdamaian internasional. Ketiga, Intervensi 
kemanusiaan ini harus memiliki resiko kausalitas yang rendah serta waktu yang tidak 
terlalu lama.56 Di Kosovo, Libya, dan sekarang Iraq, Kanada mempekerjakan pasukan 
tempur, angkatan laut, serta pasukan khusus yang terbatas. Berbeda halnya dengan 
misi Kanada di Kandahar, Intervensi yang dilakukan memakan banyak kausalitas, 
biaya dan waktu yang panjang. Fokus Kanada terhadap isu-isu di Timur Tengah tidak 
hanya diperlihatkan oleh pemerintahan Stephen Harper namun juga warga Kanada 
sendiri, hal ini di tunjukan melalui di bentuknya CPJME.57 Adanya lembaga ini, turut 
mengafirmasi opini bahwa Stephen Harper beserta kabinet di bawahnya berhasil 
menggiring fokus dan dukungan publik di Kanada linear dengan kepentingan serta 
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57 Canadian for Justice and Peace in The Middle East  (CPJME) merupakan organisasi grassroot 
sekuler yang bergerak dibidang advokasi serta non-profit. Visi dari organisasi ini adalah untuk 
mempromosikan nilai-nilai Kanada yakni keadilan, pembangunan serta perdamaian di Timur Tengah, 
serta di Kanada. CJPME diharapkan dapat memperkuat para pengambil keputusan untuk melihat dari 








Setelah melakukan penelitian melalui studi literatur tentang skripsi penulis 
yang berjudul “Dinamika Kebijakan Luar Negeri Kanada dalam Kerangka Human 
Security di Masa Pemerintahan Stephen Harper”. Ada beberapa hal yang telah 
penulis simpulkan sebagai temuan dari hasil penelitian skripsi penulis.  
1. Struktur pengambilan Kebijakan Luar Negeri dalam kabinet di Kanada 
menempatkan Seorang Perdana Menteri sebagai Pengambil Kebijakan 
Tertinggi, menteri-menteri dibawahnya hanya sebatas memberi masukan dan 
saran, di akhir diskusi keputusan apapun yang diambil Perdana Menteri harus 
diikuti, atau resign dari kabinet. Setelah mengolah data, penulis tidak 
menemukan pengaruh yang cukup besar dari variabel birokratis dalam 
pengambilan keputusan kabinet Stephen Harper. Di masa pemerintahannya, 
Stephen Harper merupakan seorang perdana menteri yang cukup aktif dalam 
menentukan kebijakan luar negeri, selama 3 kali masa jabatan terlihat jelas 
arah kebijakan Luar Negeri Kanada. Selama masa jabatan Stephen Harper 
yang berideologi politik konservatif, warna kebijakan luar negeri Kanada 
selalu berorientasi High Politic dengan fokus Timur Tengah. Terlihat di tahun 
2006 Stephen Harper menjadikan Afghanistan sebagai destinasi kunjungan 
diplomatik pertama Harper setelah menjabat sebagai Perdana Menteri, Harper 





mendukung perpanjangan masa tugas tentara Kanada (Canadian Army) di 
perbatasan Iraq dan Syria, serta menambah jumlah alat-alat militer.   
2. Kanada merupakan Negara Commonwealth yang memiliki nilai dan tradisi 
yang kuat, salah satu nilai yang sangat dijaga oleh Kanada sekalipun berganti-
ganti rezim adalah Responsibillity to protect dengan pendekatan Multi-lateral. 
Di masa pemerintahan Harper, Kanada gencar menerjemahkan Human 
Security sebagai freedom from fear dan lebih sering menggunakan instrument 
Intervensi Kemanusiaan sebagai metode untuk menjalankan Responsibiliy to 
protect. Terlihat dari keterlibatan Kanada dalam International Comission on 
Intervention and State Sovereignity untuk mempromosikan Human Security 
dengan agenda intervensi kemanusiaan, selain itu di masa pemerintahan 
Harper, parlemen Kanada menyetujui peningkatan anggaran militer khususnya 
untuk melatih dan mempersiapkan Canadian Armed Forces dalam misi-misi 












B. Saran  
Fokus kebijakan luar negeri Kanada dalam Kerangka Human Security di 
masa pemerintahan Stephen Harper yang di terjemahkan menjadi Intervensi 
Kemanusiaan menurut penulis cenderung sempit. Mengingat kapasitas negara ini 
yang cukup besar dan sangat mampu untuk memperluas ruang lingkup 
perlindungan terhadap Human Security dari sektor-sektor lainnya seperti 
lingkungan, kesehatan, pendidikan, pendekatan gender dan sebagainya. Tindakan 
Kanada di masa pemerintahan Harper yang terkesan mengabaikan implementasi 
dari Kyoto Protokol, menjadikan isu seperti lingkungan yang berpotensi menjadi 
sumber ketidakamanan manusia seakan tertinggal dari perhatian Kanada. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan saran-saran sebagai berikut : 
1. Pemerintah Kanada harus memperhatikan perbedaan kultur dan pengalaman 
sejarah Negara-negara lain di dunia dalam mempromosikan gagasan Human 
Security dan perlindungan HAM. Tanpa adanya keselarasan kultur dan 
pengalaman akan timbul resistensi yang besar akan gagasan Human Security 
ini di negara-negara non barat.  
2. Pemerintah Kanada harus memperhatikan persoalan lain yang turut menjadi 
ancaman bagi penerapan Human Security. Persoalan-persoalan seperti 
kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas kesehatan publik dan 
pendidikan. Masalah-masalah ini tidak hanya menimpa negara berkembang 
saja, tetapi semua negara. Sehingga, implementasi dari prinsip responsibility to 





3. Pemerintah Kanada harus mampu memanfaatkan popularitas integrasi 
kawasan hari ini sebagai peluang untuk lebih mempromosikan Human 
Security melalui pendekatan bilateral dan multi-lateral dengan berbagai negara 
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